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RINGKASAN EKSEKUTIF

Merujuk Renstra PPS tahun 2015-2019, maka untuk mewujudkan sasaran: tersedianya
RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebijakan pengembangan standar, maka PPS menetapkan
5 (lima) kegiatan utama yang terdiri dari:
1. Perumusan kebijakan pengembangan standar
Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan
Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
Peningkatan Kinerja Komtek/Sub Komtek
Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

e W

Secara umum, kinerja PPS pada tahun 2015 telah menunjukkan hasil yang memuaskan
karena telah mampu memenuhi target yang ditetapkan tahun 2015 dari Sasaran Tahunan, Indikator
dan Target PPS yang ditetapkan dalam Renstra PPS tahun 2015-2019. Prosentase tingkat capaian yang
diraih pada tahun 2015 adalah:

Target dan realisasi kinerja bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan PPS tahun 2016

Target 2016 Realisasi
No Sasaran Indikator kinerja PPS | Bid.PPK Bid.PPK Satuan
2016
Customer Perspective
1. | Meningkatnya 1. Jumlah SNI yang difasilitasi 100 25 43 SNI
kapasitas  dan pengembangannya
kualitas SNI 2. Prosentase penyelesaian 35 35 16 %
PNPS hingga RASNI tepat
waktu
Internal Process Perspective
2 | Terwujudnya
kebijakan 3. Jumlah rekomendasi terkait 30 10 24 dokumen
pengembangan Komite Teknis perumusan SNI
SNI yang sesuai 4. Jumlah rekomendasi 450 115 214 dokumen
keb.utuhan persetujuan usulan Program
nasional Nasional Perumusan Standar
(PNPS)
5. Jumlah rancangan Pedoman 2 1 1 dokumen

Standardisasi Nasional (PSN)
terkait pengembangan SNI

3 | Terwujudnya 6.Jumlah RASNI vyang siap | 450 113 123 RASNI
RASNI yang siap ditetapkan
ditetapkan yang CATATAN:

telah memenuhi Waktu perumusan SNI dari PNPS | 11 11 11,22 Bulan
ketentuan PSN sampai dengan RASNI
7.Jumlah Sekretariat Komtek 20 5 17 Komtek/
Perumusan SNI dikelola oleh Sub  Kom
BSN tek
4 | Meningkatnya 8.Jumlah sumberdaya 550 140 120 orang
kualitas SDM perumusan standar yang
perumusan meningkat kompetensinya

standar
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Target 2016 Realisasi
No Sasaran Indikator kinerja PPS | Bid.PPK Bid.PPK Satuan
2016
5 Meningkatnya 9. Jumlah Komtek/ SubKomtek | 50 4 4 Komtek/Su
kualitas yang telah memenuhi kriteria b Komtek
Komtek/Sub penilaian evaluasi kinerja
Komtek 10. Persentase Komtek/ | 100 100 100 Prosen-
perumusan SubKomtek perumusan SNI tase
standar yang dievaluasi kinerjanya
6 | Terwujudnya 11. Jumlah SNI yang dikaji ulang | 100 25 0 *) SNI
fasilitasi
program 12. Jumlah fasilitasi perumusan | 100 25 43 RSNI
perumusan SNI RSNI
13. Jumlah fasilitasi penterje- | 40 10 0%*) RSNI
mahan dokumen SNI/SI
yang digunakan sebagai
RSNI
KETERANGAN:

*) Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Sementara itu terkait pagu anggaran PPS tahun 2015 dan realisasinya, maka PPS
mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 5.183.795.000, untuk membiayai 5 (lima) kegiatan utama
yang ada dimana hasil capaian penyerapan anggaran pada tahun 2016 adalah sebesar 98,77 %.
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KATA PENGANTAR

Dalam rangka untuk memenuhi tuntutan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP),
sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999, maka laporan ini
disusun oleh Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan, Pusat Perumusan Standar (PPS) sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait, khususnya kepada
lembaga pembina Badan Standardisasi Nasional yang merupakan instansi induk dari Bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan - PPS.

Tak lupa kami panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas hidayah dan
tuntunan yang telah diberikan kepada kami beserta seluruh staf di lingkungan Bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan - PPS, sehingga pencapaian kinerja unit kerja Bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan - PPS tahun 2016 dan penyusunan laporan ini dapat terwujud dengan baik.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pertanian, Pangan
dan Kesehatan - PPS sepanjang tahun 2016 pada umumnya dan dalam penyusunan laporan ini, masih
jauh dari sempurna sebagaimana diharapkan oleh banyak pihak. Oleh karena itu kami sangat
mengharapkan masukan perbaikan dan kritik yang membangun untuk tercapainya hasil yang lebih

sempurna di waktu-waktu yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami bahwa laporan ini akan dapat memberikan manfaat yang
nyata, paling tidak dalam hal penyediaan informasi yang terkait dengan kegiatan pengembangan SNI,
terkait dengan bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan, bagi para pembaca dan pengguna dokumen

ini.

Jakarta, Januari 2017
Kepala Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
Pusat Perumusan Standar

Dr. Wahyu Purbowasito S
NIP 19661214 198608 1001
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum Organisasi

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung oleh unsur akuntabilitas yang baik
pula. Sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Bidang Pertanian, Pangan
dan Kesehatan - Pusat Perumusan Standar (PPS), Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi (PKS) - BSN menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
BSN Tahun 2016 sebagai perwujudan kewajiban Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan — PPS
dalam mempertanggungjawabkan capaian tingkat kinerja pelaksanaan sasaran yang telah
ditetapkan oleh BSN. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja
Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan - PPS di tahun yang akan datang kepada seluruh

pemangku kepentingan yang terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan - PPS
berpedoman pada perencanaan strategis 5 (lima) tahunan yang telah ditetapkan oleh BSN,
untuk menjamin bahwa pencapaian visi, misi, serta tujuan PPS-BSN mampu mendukung
pencapaian sasaran dan tujuan organisasi Kedeputian Bidang Penelitian dan Kerjasama

Standardisasi khususnya, dan organisasi BSN pada umumnya.

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001,
yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang
pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta
menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK),
dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun

international.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Perumusan Standar menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;
b. pembinaan dan pengembangan sistem perumusan Standar Nasional Indonesia;
c. perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia;

d. pelaksanaan evaluasi perumusan dan revisi Standar Nasional Indonesia.

1/71



LAKIP Bid.PPK-PPS 2016

-
T
I

Kepala
Badan Standardisasi Nasional

e

Sekretaris Utama

Sekretariat Unit
Nasional Korpri BSN

) |

Biro Perencanaan, Biro Hukum,
Keuangan, Organisasi, dn
dan Tata Usaha Humas

J

Deputi
Bidang Penerapan
Standar dan Akreditasi

Pusat Sistem Penerapan
Standar

Pusat Akreditasi
Lembaga Sertifikasi

I

Pusat Akreditasi

Laboratorium dan
Lembaga Inspeksi

Deputi
Bidang Informasi dan
Permasyarakatan

Standardisasi

Pusat Informasi dan
Dokumentasi

Pusat Pendidikan dan
Permasyarakatan
Standardisasi

Gambar 1 - Struktur organisasi Badan Standardisasi Nasional - BSN

Pusat Perumusan Standar yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) unit kerja eselon Il

yang ada di Kedeputian bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, membawahi empat

bidang dan kelompok jabatan fungsional, yaitu:

a
b.

a o

Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan;

Bidang Kimia dan Pertambangan;

Bidang Mekanika, Elektroteknika dan Konstruksi;

Bidang Lingkungan, dan Serbaneka.

Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2 — Struktur organisasi Pusat Perumusan Standar BSN

Dalam organisasi Kedeputian PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan

program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat

bidang yang ada tersebut dengan tugas-tugas sebagai berikut:

2171
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(1) Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

(2)

(3)

(4)

penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program, dan perencanaan di bidang
MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan
tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang pertanian, pangan dan

kesehatan.

Bidang Kimia dan Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta
melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan

terhadap standar regional dan internasional di bidang kimia dan pertambangan.

Bidang Mekanika, Elektronika dan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
penyusunan pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang
MSUK serta melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan
tanggapan terhadap standar regional dan internasional di bidang mekanika, elektroteknika,

dan konstruksi.

Bidang Lingkungan dan Serbaneka mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan
pedoman, norma, kriteria, prosedur, program dan perencanaan di bidang MSUK serta
melaksanakan perumusan dan revisi standar dan memenuhi permintaan tanggapan

terhadap standar regional dan internasional di bidang lingkungan dan serbaneka.

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan -

PPS pada awalnya berjumlah 11 (sebelas) orang, dengan satu personil yang sedang

melaksanakan tugas belajar, maka sampai dengan Desember 2016 tinggal berjumlah 10

(sepuluh) orang.

Kepala Bidang
Pertanian, Pangan dan Kesehatan
(PPK)

(Wahyu Purbowasito)

JFU Analis Perumusan SNI

. Nindya Malvin Trimadya *)
. Andri Sobari

. Arief Eko Prasetyo

. Widita Kasih Pramita

. Corista Karamina Hanum

. Estiyani Indraningsih

. Bety Wahyu Hapsari

. Ririn Setiaasih

O 00 N oo U1 b W N -

. Theista Savanty KETERANGAN:

10. Krisnandana Dhaneswara *) tugas belajar IPB
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Adapun komposisi pegawai PPS menurut jenis kelamin diketahui hampir berimbang,

sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 1 di bawah ini.

mL

mP

Diagram 1 — Komposisi Pegawai bid.PPK-PPS menurut jenis kelamin

Bila pegawai PPS dilihat dari usia mereka pada saat ini, maka komposisi menurut
rentang usianya saat ini paling banyak didominasi oleh mereka yang berusia produktif, yakni

berusia antara 21 tahun s/d 40 tahun, sebagaimana dapat dilihat pada Diagram 2.

m41-50
m31-40
m21-30

Diagram 2 — Komposisi Pegawai bid.PPK-PPS tahun 2016 menurut rentang usia

Sementara itu berdasarkan latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai
bid.PPK-PPS, maka semuanya memiliki latar belakang pendidikan sarjana. Selanjutnya bila
pegawai bid.PPK-PPS dilihat dari status golongan ruang jabatan yang dimiliki oleh masing-
masing pegawai pada saat ini, terlihat mayoritas merupakan pegawai dengan golongan Ill,
dengan komposisi dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini.
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mgol IV
H Gol Il

Gol Il

Diagram 3 — Komposisi Pegawai bid.PPK-PPS tahun 2016 menurut golongan ruang

Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
- PPS merupakan unit operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan
standar nasional dan program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional, yang kemudian diperkuat dengan UU No0.20 tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal
dengan nama Standar Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar

yang berlaku di seluruh Indonesia.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi too/ untuk meningkatkan
daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat
melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai
lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS, termasuk di dalamnya bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan
ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para
pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS akan sangat berpengaruh secara

signifikan dalam menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

Sebagai salah satu unit kerja dari Kedeputian PKS, Pusat Perumusan Standar (PPS)
mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin bahwa dalam pengembangan SNI, seluruh
Komite Teknis/Sub Komite Teknis (Komtek/SubKomtek) dan para pemangku kepentingan yang
terkait senantiasa taat azas dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pedoman
Standardisasi Nasional (PSN).

Istilah Komite Teknis merupakan amanah dari UU Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menggantikan istilah Panitia Teknis (PT)
Perumusan SNI. Selanjutnya Komite Teknis/Sub Komite Teknis disingkat dengan
Komtek/SubKomtek.
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PSN yang telah ada sampai saat ini yang menjadi acuan dalam pengembangan SNI adalah :

- PSN 01:2007 Pengembangan Standar Nasional Indonesia

menguraikan tentang tata cara pengembangan SNI, meliputi tata cara perumusan SNI

mulai dari pengusulan Program Nasional Perumusan SNI (PNPS), pelaksanaan rapat

teknis dan rapat konsensus Komtek/SubKomtek, jajak pendapat, penetapan dan

publikasi, serta tata cara kaji ulang dalam rangka pemeliharaan SNI.

(CATATAN: PSN 01:2007 telah direvisi menjadi PSN 01:2015 yang efektif mulai berlaku terhitung

tanggal 18 Desember 2016).

- PSN 02:2007 Pengelolaan PT Perumusan SNI

menguraikan tentang kelembagaan Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS),

pembentukan dan pembubaran Komtek/SubKomtek, tugas/tanggung jawab dan

pengorganisasian Komtek/SubKomtek, dan pengelolaan sekretariat Komtek/ SubKomtek

perumusan SNI.

- PSN 03.1:2007 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya

Bagian 1 : adopsi standar internasional menjadi SNI,

menguraikan tentang tatacara adopsi standar internasional, apa yang boleh/ tidak boleh

berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, klasifikasi standar sebagai

identik/modifikasi/tidak ekivalen (IDT/MOD/NEQ).

- PSN 03.2:2014 Adopsi standar internasional dan publikasi internasional lainnya

Bagian 2: adopsi non standar internasional menjadi SNI,

menguraikan tentang tatacara adopsi publikasi internasional non standar, apa yang

boleh/ tidak boleh berubah dalam adopsi identik atau modifikasi, jenis publikasi

internasional non standar yang dapat diadopsi menjadi SNI.

- PSN 04:2006 Jajak pendapat dan pemungutan suara dalam rangka perumusan SNI

menguraikan tentang prosedur, tatacara pelaksanaan jajak pendapat dan pemungutan

suara, cara perhitungan serta sarana pendukung yang diperlukan.

- PSN 05:2006 Tenaga ahli standardisasi untuk pengendali mutu perumusan SNI

menguraikan tentang pengelolaan tenaga ahli pengendali mutu perumusan SNI (TAS QC)

dalam mendukung perumusan SNI yang taat azas dan ketentuan; kriteria, tugas dan

kewajiban TAS-QC.

- PSN 06:2007 Tata cara penomoran Standar Nasional Indonesia dan Dokumen Teknis

(DT)

Menguraikan tata cara pemberian nomor sejak RSNI sampai ditetapkan menjadi SNI,

namun tidak termasuk penomoran PSN.
- PSN 07:2012 Standardisasi dan kegiatan yang terkait — Istilah umum
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menguraikan istilah di bidang standardisasi dan kegiatan yang terkait agar terdapat

kesamaan pengertian dan konsistensi penggunaan dalam perumusan SNI.

- PSN 08:2007 Penulisan SNI
menguraikan tentang tata cara penulisan SNI, struktur standar, mulai dari halaman
sampul hingga halaman akhir, bagian dari struktur standar yang sifatnya wajib ada dalam

penulisan rancangan SNI dan yang sifatnya opsional, sesuai kebutuhan.

- PSN 10:2012 Adopsi standar ASTM menjadi SNI,
menguraikan tentang tatacara adopsi standar ASTM international, apa yang boleh/ tidak
boleh berubah dalam adopsi identik Standar ASTM.

Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan - PPS bertanggungjawab penuh dalam
pengorganisasian, pengelolaan dan pembinaan terhadap seluruh sumber daya yang terlibat
dalam pengembangan SNI, mulai dari seluruh staf yang ada di lingkungan Bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan -PPS, konseptor Rancangan SNI (RSNI), editor RSNI, tenaga ahli
pengendali mutu perumusan SNI, hingga sekretariat pengelolaan Komtek/SubKomtek
perumusan SNI yang ada di berbagai Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (K/LNK)
yang dikoordinasikan oleh Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan -PPS. Oleh karena itu
penguatan koordinasi dan sinergi dengan K/LNK, yang dijabarkan dalam berbagai program dan
kegiatan PPS, termasuk yang menajdi tanggung jawab Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
-PPS, menjadi kunci keberhasilan pencapaian kinerja unit kerja Pertanian, Pangan dan
Kesehatan -PPS.

Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan -PPS
terdiri dari 33 Komtek dan 7 subkomtek aktif, termasuk didalamnya 17 (tujuh belas) Komtek
yang sekretariatnya dikelola oleh bid.PPK-PPS. Perincian Komtek yang dikelola Bid.PPK-PPS
dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 - Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI di bidang PPK tahun 2016

No | PT/SPT Kode Nama PT Sekretariat Status
1 KT 03-08 Halal BSN Aktif
KT 11-01 Terapetik BSN Tidak aktif
3 KT 11-02 Perbekalan Kesehatan BSN Tidak aktif
Rumah Tangga
4 KT 11-03 Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Aktif
5 SKT 11-03-S1 | Peralatan Kesehatan Non Kementerian Kesehatan Rk
Elektromedik
6 SKT 11-03-S2 | Peralatan Kesehatan BPPT ok

Diagnostik dan
Hemodialisis **

7 KT 11-04 Invitro Diagnostic Test Kementerian Kesehatan Aktif
System
8 KT 11-05 Peralatan Kesehatan BATAN Aktif

Berbasis IPTEK nuklir
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No | PT/SPT Kode Nama PT Sekretariat Status
9 KT 11-06 Kontrasepsi BSN Aktif
10 KT 11-07 Produk Optik dan Fotonik BSN Aktif
11 KT 11-08 Prasarana Laboratorium BSN Aktif
Biologi dan Kimia
12 KT 11-09 Peralatan Kesehatan Non Kementerian Kesehatan Aktif
Elektromedik
13 KT 11-10 Sistem Manajemen BSN Aktif
Peralatan Kesehatan
14 KT 11-11 Produk Higiene Perbekalan | BSN Aktif
Kesehatan Rumah Tangga
15 KT 11-12 Kedokteran Gigi * BSN *
16 KT 11-13 Sterilisasi Produk BSN Aktif
Pelayanan Kesehatan
17 KT 13-09 Biosafety dan Biosecurity BSN Aktif
18 KT 13-10 Unit Pengolah Air Minum BSN Aktif
19 KT 19-05 Metode dan Pengujian BSN Aktif
Mikrobiologi
20 KT 19-06 Metode dan Pengujian BSN Aktif
Umum Kimia Pangan
21 KT 65-01 Pengelolaan Hutan Kementerian Lingkungan Aktif
Hidup dan Kehutanan
22 KT 65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu Kementerian Lingkungan Aktif
Hidup dan Kehutanan
23 KT 65-03 Pertanian Kementerian Pertanian Tidak aktif
24 SKT 65-03-S1 | Perbenihan Tanaman Kementerian Pertanian Tidak aktif
25 SKT 65-03-S2 | Benih Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Tidak aktif
26 KT 65-05 Produk Perikanan Kementerian Kelautan dan Aktif
Perikanan
27 SKT 65-05-S1 | Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Aktif
Perikanan
28 KT 65-07 Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Aktif
Perikanan
29 KT 65-08 Produk Perikanan Kementerian Kelautan dan Aktif
Nonpangan Perikanan
30 KT 65-09 Kakao dan Produk Kakao BSN Aktif
31 KT 65-10 Kopi dan Produk Kopi BSN Aktif
32 KT 65-11 Tanaman Pangan * Kementerian Pertanian *
33 KT 67-01 Pangan Olahan Tertentu BPOM Aktif
34 KT 67-02 Bahan Tambahan Pangan BPOM Aktif
dan Kontaminan
35 SKT 67-02-S1 | Kemasan Pangan BPOM Aktif
36 KT 67-03 Peternakan dan Produk Kementerian Pertanian Aktif
Peternakan
37 SKT 67-03-S1 | Bibit Ternak Kementerian Pertanian Aktif
38 SKT 67-03-S2 | Pakan Ternak Kementerian Pertanian Aktif
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No | PT/SPT Kode Nama PT Sekretariat Status
39 SKT 67-03-S3 | Metode Pengujian Kementerian Pertanian Aktif
Peternakan
40 KT 67-04 Makanan dan Minuman Kementerian Perindustrian Aktif
41 SKT 67-04-S1 | Minuman Kementerian Perindustrian | Aktif
42 SKT 67-04-S2 | Produk Tembakau Kementerian Perindustrian | Aktif
43 KT 67-05 Pangan Iradiasi BATAN Aktif
44 KT 67-06 Bioteknologi BSN Aktif
45 KT 67-07 Analisis Sensori BSN Aktif
46 KT 67-08 Sistem Manajemen BSN Aktif
Keamanan Pangan
47 KT 79-01 Hasil Hutan Kayu Kementerian Lingkungan Aktif

Hidup dan Kehutanan

Catatan: * Menunggu SK penetapan dari Kepala BSN

** Menunggu SK Penetapan dari KT 11-03

*** Berubah menjadi KT 11-09

Komtek/Sub Komtek yang dikelola oleh Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan -PPS

dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

40

35

30 A

25

20 o

BKT

15 A

10 A

B SKT

2012

2013 2014 2015

2016

Diagram 4 — Komtek/SubKomtek yang dikelola bid.PPK tahun 2012-2016
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Selain itu PPS juga bertanggungjawab dalam menyusun konsep rancangan PSN yang
baru/revisi PSN yang telah ada sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dari
referensi acuan internasional yang digunakan maupun karena tuntutan dan dinamika yang
berkembang dari para pemangku kepentingan yang terkait di Indonesia. Oleh karena itu bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan juga turut terlibat aktif dalam tugas tersebut.

Dengan demikian tersusunnya SNI yang bermutu dan sesuai kebutuhan para pemangku
kepentingan serta selaras dengan rencana strategis BSN perlu ditunjang dengan program kerja
dan pencapaian kinerja yang baik dari PPS selaku unit kerja yang mempunyai tanggung jawab
dalam kegiatan perumusan SNI, termasuk di dalamnya didukung dengan unjuk kerja bidang
Pertanian, Pangan dan Kesehatan. Oleh karena itu, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
turut mempunyai posisi strategis dalam mendukung pencapaian kinerja PPS, Kedeputian PKS

dan kinerja kelembagaan BSN secara keseluruhan.

Dalam pelaksanaannya, program dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan - PPS meliputi penanganan hal-hal berikut:
1). Fasilitasi untuk pembahasan rekomendasi kebijakan bagi MTPS
- Usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Usulan pembentukan/perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek;
- Usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI;
- Usulan pengembangan/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN);
- Penyiapan topik lain sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini.
2). Penyusunan konsep/revisi kebijakan perumusan SNI (PSN)
- Penyusunan konsep RPSN baru;
- Penyusunan konsep revisi PSN yang sudah ada;
- Pelaksanaan Public hearing RPSN/revisi PSN.
3). Fasilitasi untuk proses perumusan SNI
- Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Verifikasi usulan PNPS dari Komtek Perumusan SNI;
- Verifikasi usulan pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Pengendalian proses perumusan SNI (rapat teknis dan rapat konsensus);
- Pemeliharaan SNI untuk kaji ulang bagi Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
- Pengembangan kerjasama dengan SDO (Standard Development Organization).
4). Pembinaan SDM perumusan SNI
- Pelaksanaan workshop konseptor perumus RSNI;
- Pelaksanaan workshop editor penulisan RSNI;
- Pelaksanaan workshop TAS-QC (rekrutmen dan refresmen);
- Pelaksanaan workshop pengembangan SNI unggulan daerah di Pemprov/Pemkot/
Pemkab;
- Narasumber untuk acara in-house training vyang diselenggarakan Sekretariat

Komtek/Sub Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh K/L.
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5). Program peningkatan kinerja Komtek/SubKomtek perumusan SNI

- Pelaksanaan kunjungan lapangan dalam rangka evaluasi kinerja (evkin) Komtek/Sub
Komtek;
Pelaksanaan evkin Komtek/SubKomtek Perumusan SNI;
Pelaksanaan seleksi nominasi penerima Herudi Technical Committee Award (HTCA);

Penyelenggaraan acara Herudi Technical Committee Award (HTCA).

6). Fasilitasi harmonisasi SNI

- Pelaksanaan fasilitasi perumusan SNI yang mendesak dan pemenuhan komitmen

harmonisasi dengan Standar Internasional;
Partisipasi dalam pertemuan regional terkait harmonisasi standar ASEAN;

Pengiriman delegasi ke SDO dalam rangka adopsi standar.

7). Pelaksanaan sistem manajemen mutu (SMM)

Pemutakhiran data monitoring proses perumusan SNI per Komtek/SubKomtek;
Konsistensi penggunaan form SMM dalam proses perumusan SNI;

Pemutakhiran data informasi SISNI (Sistem Informasi SNI) terkait PNPS,
pembentukan/perubahan Komtek/SubKomtek, penetapan keanggotaan/ perubahan

keanggotaan Komtek/ SubKomtek, dll.

8). Tugas rutin dalam proses penetapan SNI

Verifikasi dokumen RSNI3/4 yang diajukan oleh Komtek menjadi RASNI;

Pemenuhan kelengkapan penetapan SNI (Pembuatan Memo usulan penetapan,
Lampiran SK, Resume SNI dll);

Pemutakhiran data status monitoring PNPS dan status data SNI per Komtek/SubKomtek

sesuai SK penetapan.

9). Pelaksanaan kaji ulang SNI

1.2

Identifikasi SNI yang perlu untuk dikaji ulang beserta identifikasi Komtek/Sub Komtek
terkait sesuai dengan ruang lingkupnya;

Koordinasi masalah antar Komtek/SubKomtek Perumusan SNI dalam pelaksanaan kaji
ulang SNI;

Verifikasi rekomendasi hasil kaji ulang SNI;

Fasilitasi pelaksanaan kaji ulang SNI jika diperlukan;

Pemenuhan kelengkapan penetapan rekomendasi hasil kaji ulang SNI (tetap dan

abolisi) (Pembuatan Memo usulan penetapan, Lampiran SK, dll).

Isu-isu Strategis

Mengacu pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan -PPS, dimana sampai dengan Desember 2016 berjumlah 11 (sebelas) orang, maka

modal strategis yang telah ada saat ini meliputi hal-hal berikut:

komposisi pegawai menurut jenis kelamin dalam kondisi hampir berimbang, yaitu 5

orang pria dan 6 orang wanita;
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- komposisi pegawai menurut rentang usianya saat ini paling banyak berada berusia
produktif, yaitu 10 orang berusia antara 21 tahun s/d 40 tahun;

- berdasarkan latar belakang pendidikan, maka seluruh pegawai di bidang PPK-PPS
memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan/atau pasca sarjana, yaitu 11 orang;

- berdasarkan status golongan ruang jabatan yang dimiliki oleh masing-masing pegawai
pada saat ini, mayoritas merupakan pegawai dengan golongan Ill (8 orang), dengan 1

orang masing-masing di golongan Il dan golongan IV.

Terkait alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan, sangat tergantung pada pagu anggaran yang ada di PPS pada tahun
2016, yaitu telah dialokasikan di MAK 084.01.06 Program Pengembangan Standardisasi
Nasional, pada Sub Program Perumusan Standar, dimana setelah mengalami pemotongan
anggaran menjadi sejumlah Rp. 5.183.795.000,- (lima milyar seratus delapan puluh tiga juta
tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian masing-masing kegiatan menurut

output yang ada di PPS adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2 — Pagu anggaran DIPA PPS tahun 2016

Pagu anggaran Pagu anggaran
Output Nama Kegiatan / MAK awal setelah pemotongan
(Rupiah) (Rupiah)
001 Perumusan kebijakan pengembangan 725.568.000 526.623.000
standar

002 Pengendalian proses perumusan SNI 3.116.138.000 2.613.343.000

003 Pembinaan Sumber Daya Manusia 885.734.000 576.691.000
Perumusan SNI

005 Fasilitasi perumusan dan kaji ulang SNI 2.034.660.000 1.429.213.000

006 Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek 348.509.000 37.925.000

Jumlah 7.110.609.000 5.183.795.000

Setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesesuaian ditetapkan pada tanggal 17 September 2014, penyediaan Standar Nasional
Indonesia (SNI) sesuai dengan kebutuhan para pemangku kepentingan harus menjadi prioritas
utama. Penyediaan SNI tersebut harus selaras dengan tujuan utama standardisasi di Indonesia
untuk periode 2015-2019 vyaitu: 1) Melindungi kepentingan publik dan lingkungan, 2)
Meningkatkan kepercayaan atas produk nasional di pasar domestik, dan 3) Membuka akses
produk domestik ke pasar global.

Oleh karena itu SNI harus tersedia sesuai dengan kebutuhan pasar atau kebutuhan para
pemangku kepentingan dan harus mampu menjadi tool untuk dapat melindungi masyarakat
Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan pelestarian fungsi lingkungan
hidup (K3L) serta untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Hal tersebut telah menjadi
cita-cita BSN sebagai lembaga pembina standardisasi di Indonesia. Keberadaan unit kerja PPS,
termasuk didalamnya bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan menjadi sangat penting sebagai
pendukung pilar utama dalam penyusunan kebijakan untuk mewujudkan ketersediaan SNI yang

sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan, sehingga kinerja PPS akan sangat
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mempengaruhi maju tidaknya perkembangan standardisasi, khususnya terkait penyediaan SNI
di Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan tujuan utama standardisasi yaitu melindungi masyarakat
terkait dengan kesehatan, keselamatan, keamanan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup,
maka harus tersedia SNI yang diperlukan dalam pencapaian tujuan tersebut melalui
pemberlakuan secara wajib di dalam regulasi teknis. Oleh karena program pengembangan SNI
secara nasional yang menjadi salah satu prioritas kegiatan Deputi PKS difokuskan pada
kebutuhan-kebutuhan SNI yang diperlukan untuk penyusunan regulasi teknis oleh Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang dengan demikian menuntut kinerja PPS
harus mampu mendukung pencapaian prioritas kegiatan tersebut.

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh PPS pada periode 2010-2014 dalam mengemban
tanggung jawab pelaksanaan tugas pengembangan SNI, termasuk didalamnya dikontribusikan
oleh kinerja bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan, dapat dipandang sebagai modal yang
dapat digunakan oleh PPS untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selama periode 5
tahun ke depan dalam rangka memberi kontribusi nyata untuk mewujudkan visi dan misi BSN
2015-2019.

Selain itu, adanya komitmen di kawasan ASEAN untuk mengharmonisasikan standar
nasional masing-masing negara anggotanya, menjadi salah satu tantangan utama yang
dihadapi oleh PPS yang harus diselesaikan. Sebagaimana diketahui, seluruh negara ASEAN telah
menyepakati integrasi perdagangan untuk 12 sektor prioritas ASEAN, dimana 6 sektor
diantaranya memerlukan tersedianya standar yang harmonis, yaitu produk otomotif: produk
berbasis kayu: produk berbasis karet; produk elektronika dan peralatan kelistrikan; produk
makanan siap saji; dan produk perawatan kesehatan (obat dan obat tradisional, kosmetik dan
alat kesehatan). Dari ke 6 sektor tersebut ASEAN sepakat untuk mengharmonisasikan 270
standar.

Sebagai salah satu unit kerja BSN yang terkait dengan pelayanan publik, sebagaimana
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka PPS harus turut
berkontribusi dalam memberikan kinerja yang prima dalam setiap tahapan proses perumusan

SNI untuk seluruh pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya.
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Penyusunan/Kajian Tahapan Perumusan SNI

Usulan PNPS
— Outline RSNI
PNPS
RSNI1 ~
RSNI2
I— RSNI3
| Kompilasi tanggapan
Proposal
pengajuan RSNI4
NWIP 6 bin RSNI5

RASNI
SNI

Pembahasan oleh MTPS
Penyusunan konsep RSNI —I
Rapat Teknis oleh Komtek/SubKomtek

]

Konsensus tingkat Komtek/SubKomtek

Jajak Pendapat - JP
Penyelesaian JP
JP ulang, bila diperluka Publikasi

PSN 01:2015 Penyelesaian akhir Penetapan

Gambar 3 — Tahapan Perumusan SNI sesuai dengan PSN 01:2015

Dalam rangka mewujudkan tujuan utama BSN, khususnya terkait dengan aspek
pengembangan SNI terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, antara lain:

Setelah disahkannya UU Nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian, menuntut perlunya penyesuaian/revisi seluruh kebijakan dan ketentuan yang
ada di semua PSN terkait perumusan SNI;

b. Target Quick win dalam proses perumusan SNI sampai dengan tahap RASNI (11 bulan) oleh
Komtek/SubKomtek pada tahun 2015 baru tercapai 28,79 % dari target 30 %, sehingga
diperlukan penguatan pengelolaan kesekretariatan dan evaluasi kinerja KomiteTeknis/Sub
Komite Teknis, antara lain melalui kegiatan pendampingan dalam proses perumusan SNI
secara berkelanjutan;

Tersedianya dukungan ketersediaan SDM di Pusat Perumusan Standar masih perlu disertai
dengan peningkatan kompetensi SDM tersebut dalam rangka percepatan penguatan dan
peningkatan kinerja PPS, masih terdapat SDM yang tersebar di berbagai K/L yang bertindak
sebagai sekretariat KomiteTeknis/Sub Komite Teknis yang belum memahami ketentuan PSN
perumusan SNI karena SDM sebelumnya telah mengalami rotasi/promosi, sehingga
program penguatan kompetensi SDM perumusan SNI perlu terus dilakukan secara
konsisten;

Pemenuhan amanat UU Nomor 20/2014 untuk mendorong pengembangan SNI produk
unggulan daerah, sehingga diperlukan penguatan kegiatan pembinaan SDM daerah dalam

mengembangkan rancangan SNI produk unggulan/potensi daerah;
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Pengelolaan sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis saat ini ditangani oleh BSN dan
berbagai K/L, sehingga memerlukan penyediaan fasilitasi perumusan SNI baik dalam rangka
pemenuhan komitmen harmonisasi standar di kawasan ASEAN maupun untuk keperluan
mendesak dalam rangka regulasi teknis berbasis SNI.

Status SNI yang tersedia pada saat ini, masih banyak SNI yang usianya di atas 5 (lima)
tahun, sehingga diperlukan penguatan program pemeliharaan SNI bagi KomiteTeknis/Sub
Komite Teknis, khususnya melalui penyediaan dukungan BSN dengan fasilitasi untuk
kegiatan kaji ulang SNI.

Adanya restrukturisasi organisasi dan reposisi di Kementrian dan Lembaga yang berdampak

pada alokasi anggaran untuk perumusan SNI.
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BAB Il
PERENCANAAN DAN PERJANIJIAN KINERJA

2.1 Umum

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No0.965/BSN-
I/HK.35/05/2001, yang kemudian diubah beberapa kali) Pusat Perumusan Standar - BSN
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi
program dan penyusunan rencana di bidang pengembangan sistem perumusan, perumusan
dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik,
Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK), dan pemberian tanggapan terhadap konsep

standar baik secara bilateral, regional maupun international.

Mengacu pada Undang-Undang (UU) nomor 20 tahun 2014 tentang Standardisasi
dan Penilaian Kesesuaian, dimana kegiatan standardisasi dan penilaian kesesuaian terdiri dari
3 elemen utama yaitu standar, penilaian kesesuaian dan ketertelusuran pengukuran yang
berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal, maka tugas dan fungsi PPS adalah
memberikan dukungan pada pelaksanaan elemen standar, sebagaimana digambarkan dalam

alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian yang terdapat pada Gambar 4.

pemeliharaan ‘ -
SNI /
perencm perurnus penetapan -
SNI

penerapan SNI <——'
secara \

sukarela

pengawasan;

o euluusl

kessuman

pemberlakuan
SNI secara
wajib

kebijakan
nasional ERJASAMA

Gambar 4 - Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam UU No. 20 Tahun 2014
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Saat ini organisasi BSN terdiri dari: (1) Kepala; (2) Sekretariat Utama; (3) Deputi Bidang
Penerapan Standar dan Akreditasi; (4) Deputi Bidang Penelitian dan Kerja Sama Standardisasi;
dan (5) Deputi Bidang Informasi dan Pemasyarakatan Standardisasi, dimana Pusat Perumusan
Standar merupakan salah satu unit kerja setingkat eselon Il yang berada dibawah koordinasi

dari Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi (Deputi PKS).

Mengacu pada Organisasi dan Tata Kerja BSN (Kep. Ka.BSN No.965/BSN-I/HK.35/05/2001,
yang kemudian diubah beberapa kali) PPS-BSN mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang
pengembangan sistem perumusan, perumusan dan evaluasi Standar Nasional Indonesia, serta
menyusun pedoman di bidang Metrologi teknik, Standar dan evaluasi Uji dan Kualitas (MSUK),
dan pemberian tanggapan terhadap konsep standar baik secara bilateral, regional maupun

international.

Dalam organisasi Kedeputian PKS, PPS berperan sebagai pilar utama dalam pelaksanaan
program pengembangan standar, dimana dalam operasional hariannya didukung oleh empat
bidang yang ada. Fungsi-fungsi unit kerja yang ada di lingkungan PPS merupakan unit
operasional untuk mendukung implementasi kebijakan pengembangan standar nasional dan
program strategis BSN lainnya. Menurut PP 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional,
yang kemudian diperkuat dengan UU No.20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian
Kesesuaian, standar nasional yang dikembangkan Indonesia dikenal dengan nama Standar
Nasional Indonesia (SNI), dan dinyatakan sebagai satu-satunya standar yang berlaku di seluruh

Indonesia.

SNI harus tersedia sesuai kebutuhan pasar dan mampu menjadi tool untuk meningkatkan
daya saing produk Indonesia dan dapat memberikan manfaat bagi pelaku usaha serta dapat
melindungi masyarakat Indonesia terkait aspek keamanan, kesehatan, keselamatan dan
pelestarian fungsi lingkungan hidup (K3L) . Hal tersebut telah menjadi cita-cita BSN sebagai
lembaga standardisasi. Oleh karena itu, peran PPS, termasuk didalamnya bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan, menjadi sangat penting sebagai pilar utama dalam mewujudkan
ketersediaan SNI yang taat azas dan ketentuan yang berlaku, serta sesuai kebutuhan para
pemangku kepentingan, sehingga tingkat kinerja PPS pada umumnya, dan bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan pada khususnya, akan sangat berpengaruh secara signifikan dalam

menjamin ketersediaan SNI di Indonesia.

2.2 Rencana Strategis PPS 2015-2019

Menyelaraskan Visi BSN tahun 2015-2019 vyaitu : “Terwujudnya infrastruktur mutu
nasional yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa”, dan Visi
Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama — BSN tahun 2015-2019 yaitu: "Terwujudnya SNI yang
Berkualitas dan Bermanfaat Bagi Pemangku Kepentingan”, serta tantangan yang dihadapi

dalam perumusan SNI, maka PPS menetapkan Visi tahun 2015-2019 yaitu:
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»n

“Terwujudnya proses Perumusan SNI yang taat azas dan tepat waktu

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Perumusan Standar adalah:
- Mengembangkan dan memperkuat sistem pengembangan SNI;
- Menyempurnakan kebijakan pengembangan SNI;
- Melaksanakan pengelolaan komtek/subkomtek pengembangan SNI;
- Melaksanakan pembinaan komtek/subkomtek dan personel terkait dengan
pengembangan SNI;

- Memfasilitasi proses pengembangan SNI secara taat azas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan Badan Standardisasi Nasional di
antaranya adalah menjamin digunakannya infrastruktur mutu yang handal, dan tujuan Deputi
bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi, di antaranya adalah tersedianya Standar
Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi pemangku kepentingan, maka
sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi PPS, maka tujuan yang ingin dicapai oleh PPS
adalah : “Jumlah RASNI yang siap ditetapkan sesuai dengan kebutuhan pemangku

kepentingan”.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, PPS menentukan sasaran strategis dan

indikator kinerja utama sebagaimana diuraikan pada Tabel 3.

Tabel 3 — Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja PPS tahun 2015-2019

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama

1 Tersedianya Standar Nasional Indonesia | Jumlah kebijakan perumusan standar

(SNI) yang berkualitas dan bermanfaat bagi | Jumlah RASNI yang siap untuk ditetapkan sesuai
pemangku kepentingan dengan kebutuhan pemangku kepentingan

Jumlah SDM perumusan SNI yang terlatih

Jumlah Komtek/SubKomtek yang memenuhi
ketentuan PSN

Jumlah RSNI yang difasilitasi perumusannya

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja utama dari tujuan di atas merupakan
ukuran bahwa sasaran strategis dapat dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan. Agar dapat
diukur capaiannya maka dibuat target yang harus terukur dalam jangka waktu lima tahun ke

depan.

Sasaran strategis, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh PPS dalam
kurun waktu tahun 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 4.

18/71




LAKIP Bid.PPK-PPS 2016

Tabel 4 — Sasaran Strategis PPS Tahun 2015-2019

No Sasaran Strategis Indikator Target Satuan
1 | Tersedianya Standar | 1. Jumlah kebijakan perumusan 10 dokumen
Nasional Indonesia (SNI) standar
yang berkualitas dan | 2. Jumlah RASNI yang siap untuk 2350 dokumen
bermanfaat bagi pemangku ditetapkan sesuai dengan
kepentingan kebutuhan pemangku
kepentingan
3. Jumlah SDM perumusan SNI 2900 Orang
yang terlatih
4. Jumlah Komtek/SubKomtek 45 Komtek/SubK
yang memenuhi ketentuan PSN omtek
100 Persen
5. Jumlah RSNI vyang difasilitasi 5350 dokumen
perumusannya RSNI

Sasaran tahunan, indikator dan target yang direncanakan untuk dicapai oleh PPS dalam
kurun waktu 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 — Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS Tahun 2015-2019

Target
2017

No Sasaran Indikator Satuan

2015 | 2016 2018 | 2019

1 | Terwujudnya

kebijakan
perumusan
standar

1. Jumlah rekomendasi
terkait pembentukan/
perubahan Komite
Teknis perumusan SNI

25

30

35

40

50

dokumen

2. Jumlah rekomendasi
persetujuan usulan
Program Nasional
Perumusan Standar
(PNPS) dari Komite
Teknis perumusan SNI

400

450

500

550

600

dokumen

3. Jumlah rancangan
Pedoman Standardisasi
Nasional (PSN) terkait
pengembangan SNI

dokumen

Terwujudnya
RASNI yang siap
ditetapkan

1. Jumlah RASNI yang siap
ditetapkan

350

500

500

500

500

dokumen
RASNI

2. Prosentase
penyelesaian PNPS
hingga RASNI tepat
waktu

30

60

65

70

75

Prosen-
tase

3.Jumlah kumulatif
Sekretariat Komtek
Perumusan SNI dikelola
oleh BSN

10

20

25

30

35

Komtek/
Sub  Kom
tek

4 Waktu rata-rata
penetapan SNI

13

13

13

13

13

Bulan
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Tabel 5 - (Lanjutan)

No

Sasaran

Indikator

Target

2015

2016

2017

2018

2019

Satuan

Terlatihnya
SDM
perumusan SNI
untuk
memahami
ketentuan PSN
terkait
perumusan SNI

Jumlah

perumusan standar yang

sumberdaya

meningkat kompetensinya

550

550

575

600

625

orang

Jumlah
Komtek/SubKo
mtek yang
memenuhi
ketentuan PSN

1).Terwujudnya
kondisi
dimana setiap
Komtek/
SubKomtek
telah
memenuhi
seluruh
ketentuan
PSN

1. Jumlah Komtek/
SubKomtek yang telah
memenuhi ketentuan

PSN

45

45

45

45

45

Komtek/Su
b Komtek

2).Seluruh
Komtek/
SubKomtek
perumusan
SNI dievaluasi
kinerjanya
setiap tahun

2. Persentase Komtek/
SubKomtek perumusan

SNI

yang dievaluasi

kinerjanya

100

100

100

100

100

Prosen-
tase

Terwujudnya
SNI yang
difasilitasi
perumusannya

Jumlah

RSNI yang

difasilitasi perumusannya
dan jumlah SNI yang dikaji

ulang

1070

1070

1070

1070

1070

Dokumen
RSNI

Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan turut berkewajiban mewujudkan pencapaian

sasaran tahunan, indikator dan target yang direncanakan oleh PPS dalam kurun waktu 2015-

2019 tersebut di atas.

2.3 Kebijakan BSN

2.3.1 Kebijakan umum

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada

dasarnya arah kebijakan PPS dapat dikelompokkan ke dalam 5 arah kebijakan yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar;

2. Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI;

3. Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar;
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4. Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN;

5. Penyusunan RSNI yang difasilitasi perumusannya.

Kebijakan 1: Penyusunan rekomendasi kebijakan perumusan standar

Kebijakan perumusan standar yang konsisten dengan tantangan yang dihadapi sangat
dibutuhkan untuk memastikan tersedianya SNI yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan
pemangku kepentingan sehingga mampu mendukung terwujudnya infrastruktur mutu yang
handal secara nasional. Oleh karena itu perumusan standar difokuskan dengan kegiatan antara
lain : (1) peningkatan mutu dan kualitas SNI melalui penguatan sistem pengembangan SNI dan

(2) perumusan SNI yang difokuskan pada persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk

memastikan perlindungan kepentingan publik dan lingkungan, pemenuhan terhadap

kesepakatan harmonisasi di tingkat ASEAN, persyaratan minimal bagi produk terkait pengadaan
barang dan jasa pemerintah, dan persyaratan yang memuat nilai tambah bagi produk nasional
sesuai kebutuhan dan karakteristik bangsa Indonesia, serta mampu memperoleh kepercayaan

di pasar domestik.

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan
melalui beberapa kegiatan dengan dua kebijakan sebagai output utama, yaitu:

a. Rekomendasi kebijakan terkait pelaksanaan proses perumusan SNI.

Rekomendasi kebijakan ini disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil:

1). Pembahasan usulan kebijakan dalam proses pengembangan SNI;

2). Pembahasan usulan pembentukan/perubahan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis
Perumus SNI;

3). Pembahasan usulan penambahan/perubahan ruang lingkup Komtek/Sub Komtek
Perumus SNI;

4). Pembahasan pembubaran/penggabungan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI,

5). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/Sub Komtek Perumus SNI;

6). Pembahasan usulan PNPS, baik yang merupakan PNPS judul baru, PNPS perpanjangan,
PNPS terjemahan, PNPS revisi, atau pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.

b. Penyusunan rancangan kebijakan dalam bentuk Pedoman Standardisasi Nasional (PSN).
Penyusunan rekomendasi perubahan/pembuatan PSN dimaksudkan agar PSN yang telah
dan akan digunakan sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam pengembangan
SNI telah sesuai dengan tuntutan perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi
penyusunan rancangan PSN oleh konseptor, pembahasan internal PPS dan BSN, hingga

pelaksanaan Public Hearing RPSN dengan para pemangku kepentingan yang terkait.

Kebijakan 2: Penyusunan RASNI yang siap ditetapkan menjadi SNI

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan
ketentuan yang berlaku sesuai dengan PSN terkait pengembangan SNI, agar tercapai output
utama: jumlah RASNI sesuai target. Kegiatan dilaksanakan dengan melalui tiga kegiatan utama

yang terdiri dari:
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1). Koordinasi penyelesaian masalah Komtek/SubKomtek

2).

3).

Pusat Perumusan Standar memfasilitasi penyelesaian masalah Komtek/ SubKomtek
terkait duplikasi PNPS, komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang
lingkup antar Komtek, penetapan SNI dan permasalahan lain sesuai kebutuhan,
termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan MTPS yang harus segera diselesaikan.
Pengendalian perumusan SNI

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang
terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis
dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan
Staf PPS dan/atau Tenaga Pengendali Mutu Perumusan SNI.

Pemeliharaan SNI

Komite Teknis/ Sub Komite Teknis berkewajiban memelihara SNI yang termasuk dalam
ruang lingkupnya dengan melalui pelaksanaan kaji ulang sekurang-kurangnya 1 (satu)
kali dalam 5 (lima) tahun setelah ditetapkan. Kaji ulang ini bertujuan untuk menjaga
kesesuaian SNI terhadap kebutuhan pasar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi, sehingga SNI yang dipublikasikan terjamin kelayakan dan kekiniannya. Pusat
Perumusan Standar juga mempunyai kewajiban untuk mengingatkan Komite Teknis/
Sub Komite Teknis untuk melakukan pemeliharaan dengan cara mengelompokkan SNI
yang perlu untuk dikaji ulang, dan memberikan dukungan fasilitasi kaji ulang apabila

diperlukan.

Kebijakan 3 : Peningkatan kompetensi sumberdaya perumusan standar

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang

terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas

dengan semangat simpler, faster, better, dengan melalui dua kegiatan utama untuk mencapai

output : jumlah SDM perumusan SNI sesuai target, yang terdiri dari:

1). Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain :

- silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;

- silabus pembinaan editor RSNI; dan

- silabus pembinaan Tenaga Pengendali Mutu SNI,

- Silabus pembinaan komtek/subkomtek dan/atau sekretariat komtek/subkomtek.

2). Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI

Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI

yang terdiri dari :

(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI
Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh
Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk
merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen,

konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian
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kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan
ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan
dalam menfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap
aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi
standar.

(2). Pembinaan editor RSNI
Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI,
sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan
memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor
RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI,
sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran
penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan.

(3

~

Workshop Tenaga Pengendali Mutu SNI.

Tenaga pengendali mutu SNI merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk

memonitor jalannya rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat

konsensus dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop

Tenaga pengendali mutu SNI sangat diperlukan agar Tenaga pengendali mutu SNI

memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai mekanisme perumusan dan

penulisan SNI dan sarana tukar menukar pengalaman antar Tenaga pengendali

mutu SNI.

(4) Pembinaan komtek/sub komtek dan sekretariat Komtek/Subkomtek
Anggota Komtek/Subkomtek dan secretariat Komtek/Subkomtek merupakan
pelaksana pengembangan SNI, sehingga penting untuk dibina BSN, untuk menjamin
proses pengembangan SNI telah dilaksanakan secara taat azas sesuai dengan
ketentuan serta menghasilkan SNI yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan di
Indonesia.

(5) Pelatihan peningkatan kompetensi SDM Pusat Perumusan Standar.
Sebagai unit kerja utama yang bertanggungjawab terhadap pencapaian output utama
BSN, maka SDM vyang ada di lingkungan PPS perlu ditingkatkan pemahaman,
kemampuan dan kompetensinya tentang berbagai aspek spesifik. Peningkatan
pemahaman tentang sistem manajemen mutu, sistem penilaian kesesuaian,
sertifikasi produk, dan lain-lain, diharapkan dapat mendukung unjuk kerja masing-
masing personel PPS dalam kegiatan pengembangan SNI dan pada saat interaksi

dengan Komtek/Sub Komtek.
Kebijakan 4 : Peningkatan jumlah Komtek/Sub Komtek yang memenuhi ketentuan PSN

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan

ketentuan yang diatur dalam PSN, dengan output : jumlah Komtek/SubKomtek telah
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memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional sesuai target, melalui dua kegiatan
utama yang terdiri dari:
1). Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek
Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, yang bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan
dalam PSN terkait pengembangan SNI. Evaluasi kinerja Komtek/ SubKomtek
dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan kesekretariatan Komtek/SubKomtek
dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI, penyelesaian PNPS sampai dengan
tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.
2). Penganugerahan HTCA 2016
Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan
HTCA kepada Komite Teknis Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai bentuk
apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerjanya. Acara anugerah tahunan HTCA juga
diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan Temu Komite Teknis Perumusan SNI dengan
tema menyesuaikan acara tahunan Bulan Mutu Nasional. Proses penetapan nomine dan
pemenang HTCA mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu

satu tahun sebelumnya.

Kebijakan 5 : Penyusunan SNI yang difasilitasi perumusannya

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian
kerjasama baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015),
khususnya untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional
yang disepakati, maupun dalam rangka mendukung program prioritas pemerintah terkait
kebutuhan mendesak dalam pengembangan SNI, dengan output: jumlah RSNI yang difasilitasi
perumusannya, baik dalam rangka harmonisasi dengan standar internasional maupun untuk
mendukung kebutuhan pemangku kepentingan, misalnya penyusunan regulasi teknis berbasis
penerapan SNI, melalui satu kegiatan utama dalam bentuk dukungan pendanaan dalam rapat
teknis dan rapat konsensus kepada Komtek yang membutuhkan.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan
kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan
produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI;
memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan terhadap
hasil proses pengujian dan sertifikasi.

Meskipun dalam rencana strategis PPS 2014-2019 sebenarnya belum ada, namun
dalam penetapan kinerja PPS tahun 2016 untuk sasaran terwujudnya fasilitasi program
perumusan SNI, ditambahkan lagi satu indikator kinerja, yaitu: jumlah fasilitasi penterjemahan
dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan
dari pemangku kepentingan dan sebagai upaya untuk mempermudah pengguna dalam
memahami substansi SNI yang telah ada namun saat ini dokumen SNI yang tersedia masih

dalam bahasa Inggris, karena merupakan SNI hasil adopsi standar internasional dengan metode
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republikasi-reprint.

2.3.2 Program dan Kegiatan Unit Kerja

Untuk mencapai target RASNI yang siap ditetapkan sesuai kebutuhan pasar pada

tahun 2016 sejumlah 450, PPS telah melakukan beberapa tahapan yang meliputi kegiatan
berikut:

1. Perumusan kebijakan pengembangan standar

Dilaksanakan dalam rangka menyiapkan rekomendasi kepada Kepala BSN, dengan melalui

beberapa kegiatan dengan tiga suboutput utama, yaitu:

a. Jumlah rekomendasi terkait pembentukan/ perubahan Komite Teknis perumusan SNI,
disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil rekomendasi MTPS terkait:

1). Pembahasan usulan pembentukan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis baru,
2). Pembahasan usulan penambahan ruang lingkup Komtek/SubKomtek,

3). Pembahasan perubahan/pembubaran Komtek/SubKomtek,

4). Pembahasan usulan perubahan keanggotaan Komtek/SubKomtek,

b. Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)
dari Komite Teknis perumusan SNI,
disusun berdasarkan konsolidasi dari hasil rekomendasi MTPS terkait persetujuan PNPS
yang diajukan oleh Komtek/Sub Komtek yang meliputi:

1). PNPS judul baru,

2). PNPS perpanjangan,

3). PNPS terjemahan,

4). PNPS revisi/amandemen/ralat, dan

5). pembatalan PNPS dengan alasan tertentu.

c. Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI,
disusun dengan maksud agar PSN yang telah dan akan digunakan sebagai acuan bagi
para pemangku kepentingan dalam pengembangan SNI sesuai dengan tuntutan
perkembangan yang ada. Kegiatannya meliputi:

1). penyusunan konsep,

2). pembahasan internal PPS,

3). pelaksanaan Public Hearing RPSN dengan para pemangku kepentingan, dan

4). finalisasi naskah akhir PSN untuk proses penetapan melalui Peraturan Kepala BSN.

Perumusan kebijakan oleh Kepala Badan Standardisasi Nasional terkait

pengembangan standar dibantu oleh Manajemen Teknis Pengembangan Standar (MTPS). MTPS

merupakan forum yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala

Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam rangka menetapkan kebijakan dan strategi untuk

memperlancar pengelolaan kegiatan pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) agar

memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan.
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Adapun fungsi MTPS adalah sebagai berikut :

1).

Memberikan rekomendasi terkait kebijakan pengembangan SNI  dengan

memperhatikan:

a) Hasil kaji ulang SNI;

b) Kebutuhan penyusunan regulasi teknis berbasis SNI;

c) Kebutuhan dukungan infrastruktur standardisasi, khususnya terkait penyediaan SNI,
dalam rangka kebijakan nasional yang ditetapkan pemerintah;

d) Perkembangan kerjasama bilateral, regional yang terkait dengan perkembangan SNI;

e) Kecenderungan perkembangan standardisasi di tingkat internasional;

f) Kajian di bidang standardisasi yang perlu mendapatkan perhatian karena memiliki
prospek yang penting dalam perkembangan perdagangan di dalam negeri dan
internasional dengan memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, kesehatan,
dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;

g) Program pengembangan standar internasional;

h) Kemampuan limu pengetahuan dan teknologi;

i) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan rekomendasi terhadap rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)

yang berkaitan dengan pengembangan SNI dan Komite Teknis;

Memberikan rekomendasi terhadap usulan Program Nasional Pengembangan Standar

(PNPS);

Memberikan rekomendasi terhadap usulan pembentukan/perubahan Komite Teknis/

Subkomite Teknis berdasarkan pembidangan International Classification for Standard

(ICS) , kesekretariatan serta susunan keanggotaan Komite Teknis/ Subkomite Teknis;

Memberikan rekomendasi terhadap usulan dan tindak lanjut

pembubaran/penggabungan Komite Teknis/ Subkomite Teknis berdasarkan

pembidangan International Classification for Standard (ICS);

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala BSN dan kegiatan lain yang diperlukan

dalam rangka pengembangan SNI.

2. Pengendalian proses perumusan SNI hingga RASNI siap ditetapkan

Dilaksanakan dalam rangka menjamin proses perumusan SNI secara taat azas dan ketentuan

yang berlaku sesuai dengan PSN pengembangan SNI, agar tercapai empat suboutput utama.

Kegiatan dilaksanakan dengan melalui empat kegiatan utama yang terdiri dari:

1). Pengendalian proses perumusan sampai RASNI yang siap ditetapkan.

BSN mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa prosedur dan ketentuan yang
terdapat dalam PSN pengembangan SNI diikuti oleh Komite Teknis/ Sub Komite Teknis
dalam setiap proses perumusan SNI. Pengendalian ini dilakukan dengan menugaskan
Petugas Pengendali Mutu Perumusan SNI (TAS-QC). Selain itu PPS juga melakukan
verifikasi format penulisan dan substansi Rancangan Akhir SNI untuk pengajuan

penetapan SNI.
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2). Pengendalian penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu.
Untuk menjamin penyelesaian PNPS tepat waktu, Pusat Perumusan Standar
memfasilitasi penyelesaian masalah antar Komtek/ SubKomtek terkait duplikasi PNPS,
komposisi keanggotaan Komtek/Sub Komtek, pembagian ruang lingkup, penetapan SNI
dan permasalahan lain sesuai kebutuhan, termasuk koordinasi tindak lanjut keputusan
MTPS yang harus segera diselesaikan.

3). Peningkatan jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN.
Untuk menindaklanjuti amanat UU No0.20/2014 tentang SPK, khususnya terkait
pengembangan SNI, serta untuk menghindari ketergantungan dengan K/L lain, maka
pengelolaan sekretariat Komtek/Sub Komtek perumusan SNI oleh BSN perlu
ditingkatkan terus menerus setiap tahun. Kebijakan ini diterapkan, sepanjang
memungkinkan, terhadap Komtek/Sub Komtek yang baru dibentuk, Komtek/Sub
Komtek yang diaktifkan kembali, Komtek/Sub Komtek vyang ruang lingkupnya
diperebutkan antar K/L, dan Komtek/Sub Komtek yang dilimpahkan pengelolaanya ke
BSN.

4). Pengendalian waktu penetapan SNI
Untuk menjamin tercapainya penetapan SNI tepat waktu, Pusat Perumusan Standar
melaksanakan monitoring proses perumusan SNI, dari pengajuan usulan PNPS,
persetujuan PNPS, rapat pembahasan teknis dan konsensus, pelaksanaan jajak
pendapat, verifikasi kelengkapan dokumen dan substansi Rancangan Akhir SNI, hingga

pengajuan usulan penetapan.

3. Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
Dilaksanakan dalam rangka menjamin kompetensi seluruh sumberdaya manusia yang
terlibat dalam proses perumusan SNI mampu mendukung terwujudnya SNI yang berkualitas
dengan semangat simpler, faster, better, dengan melalui dua kegiatan utama untuk
mencapai output di tingkat PPS: 550 SDM perumusan SNI, yang terdiri dari:
1). Penyusunan silabus pembinaan SDM perumusan SNI

Silabus yang perlu disusun antara lain :

silabus pembinaan konseptor Rancangan SNI;
- silabus pembinaan editor RSNI; dan
- silabus pembinaan Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-QC),
- dokumen panduan tata urutan rapat konsensus yang dapat digunakan TAS-QC
dalam memonitor jalannya rapat konsensus perumusan SNI.
2). Penyelenggaraan pembinaan SDM perumusan SNI
Dilaksanakan melalui penyelenggaraan workshop pembinaan SDM perumusan SNI
yang terdiri dari :
(1). Pembinaan konseptor Rancangan SNI
Konseptor RSNI merupakan Gugus Kerja (GK) atau perorangan yang ditunjuk oleh

Komtek/SubKomtek berdasarkan kesepakatan Komtek/SubKomtek untuk
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merumuskan RSNI, yang nantinya akan dibahas bersama para pakar dari produsen,
konsumen, akademisi, maupun regulator, termasuk pakar lembaga penilaian
kesesuaian dalam suatu Komtek/SubKomtek. Para konseptor RSNI merupakan
ujung tombak penyusunan RSNI, sehingga workshop konseptor sangat diperlukan
dalam menfasilitasi ketersediaan SDM penyusun RSNI yang paham terhadap
aturan adopsi dan bisa mengimplementasikan untuk mendukung harmonisasi
standar.
Pemahaman yang ingin dicapai dalam workshop ini meliputi:
- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN 03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar menjadi
SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar American Society for Testing and
Materials (ASTM International);
- Pemahaman pedoman terkait Aspek keselamatan — Pencantuman dalam
standar (ISO/IEC Guide 51:1999 );
- Pemahaman Pedoman untuk memperhatikan isu lingkungan dalam standar
produk (ISO/IEC Guide 64:2008);
- Cara mengakses dokumen ISO, IEC, ASTM, SNI dan bagaimana cara
mendapatkan dokumen acuan; dan
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).
(2). Pembinaan editor RSNI
Editor RSNI merupakan faktor penting untuk memastikan bahwa penulisan RSNI
telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam PSN 08 tentang Penulisan SNI,
sehingga SNI disusun secara seragam, konsisten dan mudah dimengerti dengan
memperhatikan tampilan tanpa mempengaruhi isi teknisnya. Pembinaan editor
RSNI dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan SDM dalam editing SNI,
sehingga tersedia SDM yang kompeten dan bertanggung jawab atas kebenaran
penulisan RSNI sesuai PSN yang relevan. Pemahaman yang ingin dicapai meliputi:
- Pemahaman kebijakan pengembangan SNI;
- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN
03.1);
- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar
menjadi SNI (PSN 03.2);
- Pemahaman ketentuan adopsi standar American Society for Testing and
Materials (ASTM International);
- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08).
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(3). Pemeliharaan kompetensi Tenaga Ahli Standardisasi Pengendali Mutu SNI (TAS-

Qcq)

TAS-QC merupakan personel yang ditugaskan BSN untuk memonitor jalannya

rapat konsensus suatu RSNI, untuk memastikan agar rapat konsensus

dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengembangan SNI. Workshop TAS-QC

sangat diperlukan agar TAS-QC memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai

mekanisme perumusan dan penulisan SNI dan sarana tukar menukar

pengalaman antar TAS-QC.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman Kebijakan Pengembangan SNI;

- Pemahaman ketentuan pengembangan SNI (PSN 01);

- Pemahaman ketentuan adopsi standar internasional menjadi SNI (PSN
03.1);

- Pemahaman ketentuan adopsi publikasi internasional selain standar
menjadi SNI (PSN 03.2);

- Pemahaman ketentuan adopsi standar American Society for Testing and
Materials (ASTM International);

- Pemahaman ketentuan PSN 05 tentang Tenaga Ahli Standardisasi terbaru;

- Pemahaman penulisan SNI (PSN 08);

- Informasi aktual (ketentuan baru terkait pengembangan SNI);

- Sharing informasi pengalaman dalam rapat konsensus (untuk refreshment
TAS-QC);

- Simulasi (contoh) editing SNI dihubungkan dengan substansi SNI.

(4) Peningkatan kompetensi SDM Pusat Perumusan Standar.

SDM yang ada di lingkungan PPS perlu ditingkatkan pemahaman, kemampuan

dan kompetensinya tentang berbagai aspek spesifik dalam rangka untuk

mendukung unjuk kerja masing-masing personel PPS dalam kegiatan

pengembangan SNI dan pada saat interaksi dengan Komtek/Sub Komtek

maupun pemangku kepentingan lainnya. Pelatihan untuk peningkatan

pemahaman tentang aspek teknis tertentu yang terkait dengan standardisasi

dan penilaian kesesuaian, sangat diperlukan untuk memperkaya pengetahuan

dan meningkatkan kompetensi personel PPS.

Sasaran pemahaman yang ingin dicapai antara lain :

- Pemahaman sistem manajemen mutu, lingkungan, energi, keamanan
pangan, risiko dan lainnya;

- Pemahaman terhadap penerapan sistem penilaian kesesuaian;

- Pemahaman terhadap penerapan sertifikasi produk;

- Pemahaman mengenai persyaratan pemenuhan unjuk kerja dan

kompetensi laboratorium;
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- Pemahaman tentang perlindungan terhadap lingkungan dalam penyusunan

standar.

4. Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Dilaksanakan dalam rangka menjamin kinerja Komtek/SubKomtek sesuai dengan ketentuan
yang diatur dalam PSN, dengan output di tingkat PPS: 45 Komtek/SubKomtek telah

memenuhi ketentuan Pedoman Standardisasi Nasional, melalui dua kegiatan utama yang

terdiri dari:

1).

Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi ketentuan PSN

Badan Standardisasi Nasional (BSN) secara rutin setiap tahun memberikan penghargaan
HTCA kepada Komite Teknis/Sub Komtek Perumusan SNI yang berkinerja terbaik sebagai
bentuk apresiasi dan penghargaan atas capaian kinerjanya dalam memenuhi ketentuan
PSN terkait pengembangan SNI. Acara anugerah HTCA 2016 dilaksanakan pada puncak
acara Bulan Mutu Nasional tahun 2016. Proses penetapan nomine dan pemenang HTCA
2016 mengacu pada hasil evaluasi kinerja Komite Teknis dalam kurun waktu antara 1

Januari 2016 sampai dengan 31 Agustus 2016.

. Evaluasi kinerja Komtek/ SubKomtek terkait pemenuhannya terhadap ketentuan PSN

Evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek dilakukan setiap tahun, selain bertujuan untuk
mengevaluasi kinerja Komtek/SubKomtek berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan
dalam PSN terkait pengembangan SNI, juga dilakukan dalam rangka pembinaan dan
penggalian masukan perbaikan terhadap mekanisme dan ketentuan yang telah ada.
Evaluasi kinerja Komtek/ SubKomtek dilaksanakan dengan melihat aspek pengelolaan
kesekretariatan Komtek/SubKomtek dalam pengembangan SNI, waktu perumusan SNI,
penyelesaian PNPS sampai dengan tahap konsensus, dan pemeliharaan SNI.
Pelaksanaan rangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi kinerja Komtek/SubKomtek terdiri
dari:

- Sosialisasi ke Komtek/SubKomtek,

- penyampaian form evaluasi kinerja ke Komtek/SubKomtek,

- desk assessment,

- kunjungan lapangan ke Komtek/SubKomtek,

- scoring penilaian terhadap Komtek/SubKomtek, serta

- pembahasan nomine dan penerima Herudi Technical Comittee Award (HTCA) oleh

Manajemen Teknis Pengembangan Standar — MTPS.

5. Fasilitasi Perumusan SNI dan Kaji Ulang SNI

Dilaksanakan dalam rangka memenuhi komitmen Indonesia dalam perjanjian kerjasama

baik regional maupun internasional terkait standardisasi (AFTA dan MEA 2015), khususnya

untuk menyelaraskan standar nasional negara anggota dengan standar internasional yang

disepakati, dengan output di tingkat PPS: 1070 dokumen SNI, yang terdiri dari: 70 RSNI yang

difasilitasi perumusannya, dan 1000 SNI yang dikaji ulang, melalui kegiatan utama dalam
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bentuk dukungan pendanaan dalam rapat teknis dan rapat konsensus dari Komtek yang
RSNI-nya termasuk prioritas harus diharmonisasikan, serta pelaksanaan kaji ulang SNI yang
usianya di atas lima tahun yang belum ditangani oleh Komtek karena keterbatasan
kapabilitas yang dimiliki oleh Sekretariat pengelola Komtek.

Manfaat dari penyelarasan/ harmonisasi standar antara lain akan meningkatkan
kepercayaan pasar terhadap SNI; para pelaku usaha akan lebih mudah memasukkan
produknya ke pasar internasional; meningkatkan keberterimaan produk yang bertanda SNI;
memudahkan aliran produk yang bertanda SNI dari pabrik ke pasar; serta pengakuan

terhadap hasil proses pengujian dan sertifikasi.

2.3.3 Penetapan kinerja PPS dan bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan tahun

2016

Memperhatikan semua hal tersebut di atas, maka penetapan kinerja PPS tahun 2016
ditetapkan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 — Target kinerja PPS dan bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan tahun 2016

No Sasaran Indikator kinerja Formul‘a Inf:IIkator frEmia Satuan
Kinerja PPS Bid.PPK
Customer Perspective
1. Meningkatnya Jumlah SNI yang difasilitasi | Rasio jumlah RSNI yang 100 25 SNI
kapasitas dan pengembangannya difasilitasi perumusannya
kualitas SNI dibandingkan dengan
target jumlah RSNI yang
difasilitasi perumusannya
. Prosentase  penyelesaian | Rasio jumlah RASNI yang 35 35 %
PNPS hingga RASNI tepat | dapat diselesaikan dalam
waktu waktu 11 bulan
dibandingkan dengan
jumlah PNPS pada tahun
berjalan
Internal Process Perspective
2 Terwujudnya 3. Jumlah rekomendasi Rasio jumlah 30 10 dokumen
kebijakan terkait Komite Teknis rekomendasi terkait
pengembangan perumusan SNI Komtek perumusan SNI
SNl yang sesuai dibandingkan dengan
kebutuhan target jumlah
nasional rekomendasi terkait
Komtek perumusan SNI
. Jumlah rekomendasi Rasio jumlah 450 115 dokumen
persetujuan usulan rekomendasi persetujuan
Program Nasional usulan PNPS
Perumusan Standar (PNPS) | dibandingkan dengan
target jumlah
rekomendasi persetujuan
usulan PNPS
5. Jumlah rancangan Rasio jumlah rancangan 2 1 dokumen
Pedoman Standardisasi PSN terkait
Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI
pengembangan SNI dibandingkan dengan
target jumlah rancangan
PSN terkait
pengembangan SNI
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Tabel 6 — (lanjutan)

No

Sasaran

Indikator kinerja

Formula Indikator
Kinerja

Target 2016

Satuan

Terwujudnya
RASNI yang siap
ditetapkan yang
telah memenuhi
ketentuan PSN

6.Jumlah RASNI yang siap
ditetapkan

Rasio jumlah RASNI yang
siap ditetapkan
dibandingkan dengan
target jumlah RASNI yang
siap ditetapkan

450

113

RASNI

CATATAN:

Waktu perumusan SNI dari
PNPS sampai dengan
RASNI

Rasio jumlah waktu
perumusan SNI dari PNPS
sampai dengan RASNI
dibandingkan dengan
target waktu perumusan
SNI dari PNPS sampai
dengan RASNI

11

11

Bulan

7.Jumlah Sekretariat Komtek
Perumusan SNI dikelola
oleh BSN

Rasio jumlah Sekretariat
Komtek perumusan SNI
yang dikelola
dibandingkan dengan
target jumlah Sekretariat
Komtek perumusan SNI
yang dikelola

20

Komtek/
Sub Kom tek

Meningkatnya
kualitas SDM
perumusan
standar

8.Jumlah sumberdaya
perumusan standar yang
meningkat kompetensinya

Rasio jumlah sumberdaya
perumusan standar yang
meningkat
kompetensinya
dibandingkan dengan
target jumlah
sumberdaya perumusan
standar yang meningkat
kompetensinya

550

140

orang

Meningkatnya
kualitas
Komtek/Sub
Komtek
perumusan
standar

9. Jumlah Komtek/
SubKomtek vyang telah
memenuhi kriteria
penilaian evaluasi kinerja

Rasio jumlah Komtek/
SubKomtek yang telah
memenuhi kriteria
penilaian evaluasi kinerja
dibandingkan dengan
target jumlah Komtek/
SubKomtek yang telah
memenuhi kriteria
penilaian evaluasi kinerja

50

13

Komtek/Sub
Komtek

Komtek/
perumusan
dievaluasi

10. Persentase
SubKomtek
SNI yang
kinerjanya

Rasio persentase

Komtek/ SubKomtek
perumusan SNI yang
dievaluasi kinerjanya
dibandingkan dengan
target persentase

Komtek/ SubKomtek
perumusan SNI yang
dievaluasi kinerjanya

100

100

Prosen-tase
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Tabel 6 — (lanjutan)

Formula Indikator

No Sasaran Indikator kinerja Target 2016 Satuan
Kinerja
4 Terwujudnya 11. Jumlah SNI yang dikaji | Rasio jumlah SNIyang 100 25 SNI
fasilitasi program ulang dikaji ulang dibandingkan
perumusan SNI dengan target jumlah SNI
yang dijaki ulang
12. Jumlah fasilitasi Rasio jumlah fasilitasi 100 25 RSNI
perumusan RSNI perumusan RSNI
dibandingkan dengan
target fasilitasi
perumusan RSNI
13. Jumlah fasilitasi pen- | Rasio jumlah fasilitasi 40 10 RSNI
terjemahan dokumen | pen-terjemahan
SNI/SI yang digunakan | dokumen SNI/SI yang
sebagai RSNI digunakan sebagai RSNI

dibandingkan dengan
target jumlah fasilitasi
pen-terjemahan
dokumen SNI/SI yang
digunakan sebagai RSNI
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan Pusat Perumusan
Standar

Mengacu pada penetapan kinerja PPS untuk tahun 2016, maka hasil capaian
pelaksanaan kegiatan bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan PPS sampai dengan 31
Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Customer Perspective

Sasaran 1. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SNI
1). Jumlah SNI yang difasilitasi pengembangannya

Pada tahun 2016, fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional
dengan metode republikasi-reprint, diberikan kepada 2 (dua) Komite Teknis lingkup
bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan dengan total 43 judul untuk dirumuskan menjadi

SNI . Jumlah dan rincian distribusinya per Komtek pada Gambar 5.

Jumlah Standar

H 19-05 Metode dan
Pengujian Mikrobiologi

W 67-07 Analisis Sensori

Gambar 5 - Distribusi fasilitasi perumusan SNI adopsi S| dengan metode rep-rep lingkup
bidang Pertanian Pangan dan Kesehatan tahun 2016

Dengan demikian target 25 SNI yang difasilitasi perumusannya pada tahun 2016,
bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mampu mencapai 43 SNI atau lebih 18 SNI
(172%). Hal ini disebabkan komitmen dari anggota komite teknis serta kebutuhan akan SNI

yang dihasilkan terutama menyangkut metode uji sangat dinantikan.

2). Prosentase penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu

Mengacu pada implementasi SMM SNI ISO 9001, maka setiap PNPS yang diajukan
oleh Komtek/Sub Komtek dan telah disetujui oleh MTPS, maka status perkembangannya
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harus senantiasa dimonitor. Berdasarkan monitoring pencapaian target waktu penetapan

13 bulan dari 123 RASNI lingkup bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan yang

diselesaikan pada tahun 2016, maka diketahui statusnya sebagai berikut:

Tabel 7 — Monitoring target perumusan RASNI 11 bulan

RASNI < 11 bulan RASNI > 11 bulan
No | midangaipps | SR T et Abopsi | sub Persen- | ADOPsisi sy | et Persen-
IDT MOD NORMAL Total capaian IDT MOD | NORMAL Total capaian
1 | Bidang 123 15 0 25 40 32,52 % 11 0 72 83 67,48 %
Pertanian,
Pangan dan
Kesehatan

Dengan demikian target 32,52 % penyelesaian PNPS hingga RASNI tepat waktu
pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
dengan sedikit dibawah target karena adanya reorganisasi dan reposisi diserta realokasi
anggaran untuk perumusan SNI di beberapa kementerian.

Dari Tabel 8 tersebut di atas, terlihat bahwa dari 86 RASNI > 11 bulan, sebenarnya
terdapat 11 RASNI merupakan hasil adopsi identik (13,25 %), sehingga seharusnya
pengendalian jadwal perumusan terkelola dengan baik, waktu perumusan SNI-nya bisa

lebih dipercepat.

Internal Process Perspective

Sasaran 2. Terwujudnya kebijakan pengembangan SNI yang sesuai kebutuhan nasional
3). Jumlah rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI

Pada tahun 2016, MTPS yang beranggotakan 24 orang wakil dari berbagai K/L yang
mengelola Komite Teknis/SubKomite Teknis Perumusan SNI, dan wakil dari pemangku
kepentingan lain yang terlibat dalam perumusan SNI, telah melaksanakan tugasnya, dimana
selama tahun 2016 MTPS telah mengadakan 10 kali pertemuan, dan menghasilkan 3 (tiga)

paket rekomendasi kebijakan.

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada
tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target 10 jumlah rekomendasi terkait Komite
Teknis perumusan SNI baik berupa pembentukan, perubahan anggota maupun perubahan
status dari Sub Komite Teknis menjadi Komite Teknis, capaian bidang Pertanian, Pangan dan
Kesehatan meliputi:

1). Rekomendasi persetujuan pembentukan 8 (delapan) Komtek/SubKomtek
(1). Pembentukan Komtek 67-08 Sistem Manajemen Keamanan Pangan
(2). Pembentukan Komtek 11-09 Peralatan Kesehatan Non Elektromedik

(3). Pembentukan Komtek 11-10 Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan
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(4). Pembentukan Komtek 65-10 Kopi dan Produk Kopi
(5). Pembentukan Komtek 11-11 Produk Higiene Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga
(6). Pembentukan Komtek 11-12 Kedokteran Gigi
(7). Pembentukan Komtek 13-10 Unit Pengolah Air Minum
(8). Pembentukan Komtek 11-13 Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan
(9). Pembentukan Komtek 65-11 Tanaman Pangan
CATATAN:
Untuk Komite Teknis 11-12 Kedokteran Gigi dan 65-11 Tanaman Pangan saat ini sedang
proses penetapan SK Kepala BSN
2). Rekomendasi persetujuan 14 (empat belas) perubahan keanggotaan tahun 2016 pada 11
(sebelas) Komite Teknis.
3). Rekomendasi persetujuan penambahan ruang lingkup tahun 2016 untuk satu Komite

Teknis, yaitu: Komtek 11-04 Invitro Diagnostic Test System.

Dengan demikian target 10 rekomendasi terkait Komite Teknis perumusan SNI
pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah

mampu mencapainya, bahkan melebihi target (25) sehingga melebihi target sebanyak 78,6%.

4). Jumlah rekomendasi persetujuan usulan Program Nasional Perumusan Standar (PNPS)

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada
tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target 214 rekomendasi persetujuan usulan
Program Nasional Perumusan Standar (PNPS), capaian bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan

meliputi:

1). Persetujuan PNPS tahun 2016 sebanyak 214 judul, dengan rincian sebagai berikut :

e 155 PNPS baru
e 57 PNPS revisi
e 1 PNPS amandeman
2). Persetujuan pembatalan untuk PNPS: 1;

Sebagai perbandingan pengajuan PNPS lingkup bidang Pertanian, Pangan dan
Kesehatan untuk tahun 2015 dan tahun 2016 dapat digambarkan sebagaimana Diagram 5 di
bawabh ini.
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PNPS Baru Revisi | Amandemen | Pembatalan Ralat Total
2015 134 82 2 11 1 230
2016 155 57 1 1 0 214

Diagram 5 — Perbandingan kategori PNPS lingkup bidang PPK antara tahun 2015 dan 2016

Sementara itu bila dilihat dari jumlah total pengajuan PNPS lingkup bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan dalam lima tahun terakhir, terlihat fluktuasinya sebagaimana Diagram 6
di bawah ini.

PNPS
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50

2012

2013 2014 Jo1s
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Diagram 6 — Jumlah Usulan PNPS di bidang PPK tahun 2012-2016

Dengan demikian target 115 rekomendasi terkait rekomendasi persetujuan usulan
Program Nasional Perumusan Standar (PNPS) pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN,
bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target
(214) atau melebihi sebanyak 86,1%.
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5). Jumlah rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI

Memperhatikan Sasaran Tahunan, Indikator dan Target PPS yang ditetapkan pada
tahun 2016, maka dapat diinformasikan dari target satu Jumlah rancangan Pedoman
Standardisasi Nasional (PSN) terkait pengembangan SNI, capaian bidang Pertanian, Pangan dan
Kesehatan adalah menjadi konseptor revisi PSN 08:2007 tentang Penulisan SNI. Revisi PSN
tentang Penulisan SNI ini telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 tahun 2016.

Untuk kinerja rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN) terkait
pengembangan SNI pada tahun 2016 PPS telah berhasil merevisi 4 (empat) PSN, salah satunya
adalah PSN tentang Penulisan SNI.

Dengan demikian target 1 (satu) rancangan Pedoman Standardisasi Nasional (PSN)
terkait pengembangan SNI pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian,

Pangan dan Kesehatan telah mampu mencapainya (1 PSN).

Sasaran 3. Terwujudnya RASNI yang siap ditetapkan yang telah memenuhi ketentuan PSN
6). Jumlah RASNI yang siap ditetapkan

Kegiatan pengendalian proses perumusan SNI ini merupakan kegiatan yang
mendukung tercapainya output SNI yang berkualitas dan taat azas. Hal yang dilakukan antara
lain koordinasi dan penyelesaian masalah dengan Sekretariat Komite Teknis/Sub Komite Teknis,
pengelolaan Sekretariat dan Komite Teknis serta pengendalian proses perumusan SNI baik di
rapat teknis maupun rapat konsensus.

Mengacu pada penetapan kinerja PPS tahun 2016, target penetapan SNI yang ingin
dicapai adalah 450 SNI, sementara realisasi penetapan dan publikasi SNI pada tahun 2016 telah
melebihi target yang ditetapkan, yaitu realisasinya mencapai 474 SNI, dimana 116 SNI
diantaranya merupakan kontribusi dari bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan. Jumlah SNI
yang ditetapkan bila dilihat perbandingan antara target SNI menurut penetapan kinerja PPS,
realisasi penetapan SNI dengan usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS) untuk tahun
2016 dengan tahun sebelumnya serta capai bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan dapat
dilihat pada Tabel 7 di bawah ini.

Tabel 8 — Target dan realisasi penetapan SNI dibandingkan dengan usulan PNPS

URAIAN PPS Bid. PPK
2015 2016 2016
Target SNI menurut Penetapan Kinerja 350 450 113
Realisasi penetapan SNI 501 474 123
Usulan SNI berdasarkan kebutuhan pasar (PNPS) 580 581 214
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Dari target 450 SNI tahun 2016 berhasil dicapai 474 SNI yang ditetapkan, dimana
terdapat 123 RASNI yang dikontribusikan oleh bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan dari
target yang ditetapkan sebesar 113 SNI (108,85 %).

Sementara itu kontribusi RASNI dari bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan dalam kurun

waktu-Hma tiga tahun terakhir dapat dilihat dalam Diagram 7 di bawabh ini.
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Diagram 7 — Jumlah RASNI lingkup bidang PPK tahun 2014 - 2016

Dengan demikian target 113 jumlah RASNI yang siap ditetapkan pada tahun 2016
yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah mampu

mencapainya, bahkan melebihi target (123 RASNI) atau melebihi sebanyak 8,8%.

CATATAN: Waktu perumusan SNI dari PNPS hingga RASNI

- Berdasarkan informasi dari Pusat Informasi dan Dokumentasi-BSN, penetapan dan
publikasi SNI sampai dengan 31 Desember 2016 adalah 474 SNI.

- Terkait dengan pencapaian sasaran waktu rata-rata penetapan SNI pada tahun 2016, maka
berdasarkan monitoring penyelesaian PNPS hingga ke tahap RASNI dari 33 Komtek/Sub
Komtek Perumusan SNI yang dikelola oleh bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan,
diketahui bahwa rata-rata waktu perumusan sampai dengan tahapan RASNI adalah 11,22

bulan.

Tabel 9 — Waktu perumusan sampai dengan tahap RASNI lingkup bid. PPK tahun 2016
No Waktu perumusan (bin) RASNI Prosentase
1 0-2 0 0
2 3-5 0 0
3 6-8 16 13,00
4 9-11 30 24,39
5 >11 77 62,60
Rata-rata waktu = 12,18 Jumlah =123
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Dari Tabel tersebut di atas, diketahui bahwa dari 46 RASNI (37,39 %) yang dapat mencapai
waktu perumusan di bawah 11 bulan, mayoritas tahapan RASNI diselesaikan dalam
rentang waktu antara 9 bulan sampai dengan 11 bulan (62,60 %).

Dengan demikian target 11 bulan waktu perumusan sampai dengan tahapan RASNI
pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, rerata waktu perumusan sampai dengan
RASNI di bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan sedikit dibawah target (12,18 bulan)
tercapai bahkan sedikit melewati dari target (35%). Hal ini terjadi karena ada beberapa
pergantian pejabat di Kementrian atau Lembaga sehingga mengakibatkan terhambatnya
proses penetapan, adanya reposisi dan realokasi anggaran berkontribusi pula dalam
jumlah realisasi dan kecepatan perumusan SNI. Adapaun perbaikan yang akan diupayakan
antara lain dengan mempercepat dan komunikasi intens dengan sekretariat Komite Teknis
di Kementrian dan Lembaga, menarik komite teknis yang tidak aktif karena adanya alih

fungsi direktorat siakibatkan reorganisasi dan reposisi di Kementraian atau Lembaga.

Meskipun demikian, masih terdapat 77 RASNI (62,60 %) yang melebihi target waktu

perumusan, antara lain disebabkan oleh hal-hal berikut:

a). Substansi SNI masih banyak perdebatan dalam pembahasan di rapat teknis, sehingga
memerlukan lebih banyak waktu untuk rapat pembahasan;

b). Jika masih terdapat tanggapan negatif pada waktu jajak pendapat, RSNI tersebut
masih memerlukan waktu untuk pembahasan lebih lanjut;

c). Kendala waktu anggota Komtek/Sub Komtek karena kesibukan masing-masing
sehingga jadwal rapat sering mengalami penundaan untuk rapat pembahasan;

d). Dalam beberapa kasus masih ada faktor non teknis, misalnya tidak tersedianya ruang
rapat, pengalihan anggaran K/L dari semula untuk kegiatan Komtek menjadi untuk
kegiatan prioritas lain dll.

e). Adanya beberapa pergantian pejabat di Kementrian atau Lembaga sehingga
mengakibatkan terhambatnya proses penetapan, adanya reposisi dan realokasi

anggaran berkontribusi pula dalam jumlah realisasi dan kecepatan perumusan SNI.

7). Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan SNI dikelola oleh BSN

Sampai tahun 2016, terdapat 27 (dua puluh tujuh) Sekretariat Komtek/Sub Komtek
yang dikelola oleh PPS-BSN dimana 17 (tujuh belas) diantaranya sekretariat Komteknya dikelola

oleh bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan.

Tabel 10 - Pengelolaan Komtek/SubKomtek Perumusan SNI di bidang PPK tahun 2016

No Sekretariat di BSN | Kode Nama Komite Teknis/Sub Komtek

1 v 03-08 | Halal
2 \Y 11-06 | Kontrasepsi
3 \Y 11-07 | Produk Optik dan Fotonik
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No Sekretariat di BSN | Kode Nama Komite Teknis/Sub Komtek
4 \% 11-08 | Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia
5 \% 11-10 | Sistem Manajemen Peralatan Kesehatan
6 \Vj 11-11 Produk Higiene Perbekalan Kesehatan

Rumah Tangga
7 \Y 11-12 | Kedokteran Gigi *
8 \Y 11-13 | Sterilisasi Produk Pelayanan Kesehatan
9 \% 13-09 Biosafety dan Biosecurity

10 \% 13-10 | Unit Pengolah Air Minum
11 \Y 19-05 Metode dan Pengujian Mikrobiologi
12 V 19-06 Metode dan Pengujian Umum Kimia

Pangan

13 \Y 65-09 | Kakao dan Produk Kakao
14 \Y 65-10 | Kopi dan Produk Kopi
15 \Y 67-06 | Bioteknologi
16 \Y 67-07 | Analisis Sensori
17 \ 67-08 | Sistem Manajemen Keamanan Pangan

Catatan: * dalam proses penetapan SK Kepala Badan BSN

Dengan demikian target 5 sekretariat Komtek perumusan SNI yang dikelola oleh
bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (17

Sekretariat Komtek).

Sasaran 4. Meningkatnya kualitas SDM perumusan standar
8). Jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

Mengacu pada penetapan kinerja bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan untuk
tahun 2016, target jumlah sumberdaya perumusan standar yang meningkat kompetensinya

yang ingin dicapai adalah 140 orang, dengan bentuk kegiatan dalam bentuk:

A. Workshop Perumusan SNI

Workshop yang dilakukan tidak terbatas di daerah Jakarta, tetapi juga meliputi beberapa
daerah di Indonesia. Tujuan pelaksanaan workshop tidak hanya pembinaan sumber daya
manusia, tetapi sekaligus menyaring inspirasi dari masyarakat daerah terkait produk unggulan
di daerah masing-masing untuk dirumuskan menjadi SNI.

Workshop penguatan sumber daya perumusan SNI yang dilaksanakan sama seperti workshop
yang biasa dilakukan di tahun sebelumnya yaitu Workshop Konseptor, Workshop Editor dan
Workshop, Workshop Pengelolaan Komite Teknis dan Workshop Perumusan SNI Unggulan
Daerah.

Workshop Pengelolaan Komite Teknis bertujuan untuk memberikan informasi terbaru kepada

Sekretariat dan anggota Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, serta sebagai media berbagi
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informasi antara PPS, Sekretariat dan anggota Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, sedangkan

Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah bertujuan selain untuk mengedukasi para calon

editor dan konseptor, juga untuk mendapatkan informasi dari para pemangku kepentingan di

daerah terkait dengan produk unggulan daerah yang dapat diusulkan menjadi SNI.

a).

b).

c).

d).

Workshop Konseptor dan/atau Editor Perumusan SNI

Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan PSN
terkait perumusan SNI bagi calon konseptor atau editor yang berada di Sekretariat Komite
Teknis, Sub Komite Teknis, K/L, balai pengujian, laboratorium dan perusahaan swasta.
Workshop Pengelolaan Sekretariat Komtek/SubKomtek Perumusan SNI

Workshop ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman tentang ketentuan PSN
terkait pengelolaan Komtek/Sub Komtek Perumusan SNI bagi Sekretariat Komite Teknis,
Sub Komite Teknis yang dikelola oleh K/L.

Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)

Workshop ini dilaksanakan untuk memperbaharui informasi terkait perumusan SNI,
sehingga para TAS mempunyai modal pengetahuan yang memadai dalam mengendalikan
perumusan SNI, terutama dalam rapat konsensus agar sesuai dengan ketentuan Pedoman
Standardisasi Nasional terkait.

Workshop Perumusan SNI Unggulan Daerah

Workshop ini dilakukan di daerah yang telah mempunyai perjanjian kesepahaman (MoU)
dengan BSN untuk mengembangkan program standardisasi dan penilaian kesesuaian. PPS

menindaklanjuti kerjasama ini dalam bentuk workshop perumusan SNI unggulan daerah.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan standar
Kegiatan ini lebih bertujuan untuk meningkatkan kompetensi sumberdaya internal BSN
yang ada di lungkungan PPS terkait perkembangan terkini tentang standardisasi dan

penilaian kesesuaian.

Secara keseluruhan, kegiatan pembinaan SDM perumusan yang telah dilaksanakan

oleh bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan sepanjang tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel

11 di bawah ini.
Tabel 11 — Pembinaan SDM Perumusan SNI tahun 2016 dan kontribusi bidang PPK
LG Kontribusi
No | Jenis Training/Workshop | Penyelenggara Lokasi Audience bid PPK
(orang)
1). | WS Perumusan SNI
a. | WS Editor/Konseptor Perumusan SNI
1 | Workshop Konseptor BSN Hotel Ibis Tamarin 50 12
jakarta
2 | Workshop editor BSN Hotel Ibis Tamarin 50 13
jakarta
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Pemahaman PSN dan Litbang SDA Puslit SDA JI Juanda. 43

Produk Hukum KemenPU-PR Bandung

Bimtek Konseptor RSNI BIG Margo Hotel Depok 38

Bidang informasi Geografi

/ Geomatika

Bimtek Editor RSNI Bidang BIG Margo Hotel Depok 28

informasi Geografi /

Geomatika

Penyusunan Rancangan Kemen PU-PR, | Jl.Turangga 40

SNI dan Pedoman PUSKIM Bandung

WS Konseptor dan Editor BPPT PUSPITEK Serpong 60

WS Konseptor dan Editor Kementan Bogor 25

WS Konseptor dan Editor Kemenkes Pusdatin, Kemenkes 13 13
Workshop Tenaga Ahli Standardisasi (TAS)

Workshop Perumusan SNI Unggulan

Daerah

Workshop BSN LPPM UNS Solo 52 52
Pengembangan

kompetensi daerah (Solo)

Workshop BSN Hotel Daria 55 55
Pengembangan Palembang

kompetensi daerah

(Palembang)

Workshop Pengelolaan Sekretariat

Komtek/SubKomtek Perumusan SNI

Bimtek Pengelolaan Kementan Kementan Ragunan 15

komtek

Workshop Bimtek LAPAN Hotel Neo, sentul. 25 25
Pengelolaan komtek Bogor
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Tabel 11 - (lanjutan)

Jumlah Kontribusi
No | Jenis Training/Workshop | Penyelenggara Lokasi Audience .
bid PPK
(orang)
2) | Peningkatan kompetensi sumber daya
manusia perumusan standar
Pelatihan SISPK BSN A one Jakarta 100 25
Workshop Internal Skema BSN Hotel Cemara 40 10
SNI Wajib jakarta
3 | Workshop Internal BSN Hotel Arkadia 40 9
lingkup K3L jakarta
4 | Training transisi 1ISO 9001 BSN Hotel Akmani 40 10
2008 ke 1SO 9001:2015 Jakarta
Total SDM 714 224

Tabel 12 - Tabulasi kegiatan pembinaan SDM perumusan SNI tahun 2015 dan 2016

. . Tahun
No Kegiatan yang dilaksanakan 2015 2016
1. Penyelenggaraan WS konseptor SNI dan editor penulisan SNI 2 9
2. Penyelenggaraan WS TAS-QC *)
a. Rekrutmen TAS-QC baru - -
b. Refresmen TAS-QC yang ada 1 -
3. Penyelenggaraan WS pengembangan SNI di daerah - 2
4, Workshop Pengelolaan Sekretariat Komtek/SubKomtek - 2
Perumusan SNI
5. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia perumusan 7 4
standar
Keterangan:

*) Pada tahun 2016, PPS tidak menyelenggarakan WS TAS-QC karena adanya kebijakan internal
untuk memprioritaskan pembinaan SDM yang lain.

Dengan demikian target 140 orang sumberdaya perumusan standar yang meningkat
kompetensinya pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan telah mampu mencapainya, bahkan melebihi target (224 orang).

Sasaran 5. Meningkatnya kualitas Komtek/Sub Komtek perumusan standar
9). Jumlah Komtek/ SubKomtek yang telah memenuhi kriteria penilaian evaluasi kinerja

Komite Teknis dan Sub Komite Teknis merupakan kepanjangan tangan BSN dalam
perumusan SNI. Oleh karena itu telah menjadi tanggung jawab BSN melalui Pusat Perumusan

Standar untuk membina Komite Teknis dan Sub Komite Teknis tersebut.

Pemeliharaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis dilakukan melalui evaluasi kinerja
berdasarkan Pedoman Standardisasi Nasional tentang Pengelolaan Komite Teknis dan
Subkomite Teknis. Evaluasi ini dilakukan secara rutin setiap tahun. Hasil evaluasi ini digunakan
sebagai dasar PPS dalam memperbaiki pengelolaan Komite Teknis dan Sub Komite Teknis, baik

yang berada di PPS maupun di Kementerian/ Lembaga lain.
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Hasil evaluasi kinerja ini juga digunakan sebagai dasar dalam penganugerahan Herudi
Technical Committee Award (HTCA) kepada Komite Teknis dan Sub Komite Teknis. Terdapat 4
kriteria yang digunakan dalam penilaian kinerja untuk menentukan Komite Teknis/ Sub Komite
Teknis penerima penganugerahan HTCA, yaitu:

Tabel 13 — Kriteria evaluasi kinerja Komtek tahun 2016

No Kriteria Evkin Bobot (%)
Kinerja Sekretariat 50
Penyelesaian PNPS sampai dengan Penyerahan 20
RSNI3 ke BSN

3 Waktu Perumusan SNI dari PNPS hingga 15
Penyerahan RSNI3 ke BSN (kecuali metode rep-
rep)
4 Pemeliharaan SNI 15
Total 100

Dari 40 Komtek/Sub Komtek lingkup bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan yang
dievaluasi kinerjanya, terdapat 17 Komtek/Sub Komtek yang mendapatkan scoring karena

dapat dievaluasi kinerjanya yang terdiri dari:

Tabel 14 - Komtek di lingkup bidang PPK yang memenuhi scoring evkin tahun 2016

No Kode Komtek Nama Komtek

1 65-05 Produk Perikanan

2 65-08 Produk Perikanan Nonkonsumsi

3 67-02-S1 Kemasan Pangan

4 79-01 Hasil hutan Kayu

5 67-03-S2 Pakan Ternak

6 67-03-S1 Bibit Ternak

7 67-05 Pangan Iradiasi

8 65-03 Pertanian

9 03-08 Halal

10 11-05 Peralatan Kesehatan Berbasis IPTEK Nuklir
11 11-03 Peralatan Kesehatan

12 65-07 Perikanan Budidaya

13 19-05 Metode dan pengujian mikrobiologi
14 67-04 Makanan dan Minuman

15 67-04-S1 Minuman

16 65-02 Hasil Hutan bukan Kayu

17 65-05-S1 Perikanan Tangkap

Dengan demikian target 13 Komtek/SubKomtek yang telah memenuhi kriteria
penilaian evaluasi kinerja pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian,

Pangan dan Kesehatan telah mampu mencapainya (17 Komtek/SubKomtek).
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10). Persentase Komtek/ SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi kinerjanya

Evaluasi kinerja tahun 2016 dilakukan terhadap 137 Komite Teknis/Subkomite Teknis
dimana 33 diantaranya dikelola bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan. Pelaksanaan evaluasi
kinerja hanya pada komtek yang mengajukan PNPS pada tahun 2016.

Pelaksanaan evaluasi kinerja Komtek/Sub Komtek perumusan SNI lingkup bidang
Pertanian, Pangan dan Kesehatan dilaksanakan terhadap 30 dari 33 Komtek/Sub Komtek (90,91
%), karena dua Komtek baru dan satu Komtek telah dibubarkan pada tahun 2016 (Komtek 03-
06 TIS).

Kunjungan lapangan yang dilaksanakan dari bulan Juli sampai Agustus 2016, hanya
dilakukan pada 5 Komtek wakil tiap bidang yang ada di lingkungan PPS dengan penilaian
tertinggi dari hasil desk assessment mengacu pada kriteria evkin. Adapun wakil dari bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan yang lolos desk assessment adalah sbb:

Tabel 15 — Komtek dan Subkomtek di lingkup bidang PPK yang lolos desk assessment evkin

tahun 2016
No Kode Komtek Nama Komtek
1 67-02-S1 Kemasan Pangan
2 65-08 Produk Perikanan Non Pangan
3 79-01 Hasil Hutan Kayu
4 65-05 Produk Perikanan

Berdasarkan hasil scoring terhadap masing-masing kriteria evkin tersebut, diperoleh 5
(lima) nominee HTCA 2016, yang terdiri dari:

1. Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan *)

2. Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Nonpangan *)

3. Komite Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu;

4. Komite Teknis 17-04 Standar Dasar ; serta

5. Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil.

CATATAN: *) Komtek yang dikelola bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
Dari nominee tersebut diatas, yang memiliki hasil scoring tertinggi dan berhak menerima
HTCA 2016 adalah Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan yang dikelola oleh bidang
Pertanian, Pangan dan Kesehatan.

Tabel 16 — Perbandingan Nominee HTCA tahun 2015 dan 2016

No. Nominee HTCA 2015 Nominee HTCA 2016

1 Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan*) Komite Teknis 03-02 Sistem Manajemen Mutu
Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan Non | Komite Teknis 17-04 Standar Dasar
Konsumsi*)

3 Komite Teknis 73-02 Teknik Pertambangan | Komite Teknis 59-01 Tekstil dan Produk Tekstil
Mineral dan Batubara

4 Komite Teknis 79-01 Hasil Hutan Kayu*) Komite Teknis 65-05 Produk Perikanan *)
5 Sub Komite Teknis 91-01-S2 Rekayasa Jalan | Komite Teknis 65-08 Produk Perikanan
dan Jembatan Nonpangan*)

CATATAN: *) Komtek yang dikelola bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
Huruf tebal: Penerima HTCA
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Dengan demikian target 100 % Komtek/SubKomtek perumusan SNI yang dievaluasi
kinerjanya pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan
Kesehatan telah belum mampu memenuhi dengan sempurna_(90,91 %).

Sasaran 6. Terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI
11). Jumlah SNI yang dikaji ulang

Dalam program ini, PPS melakukan beberapa kegiatan berikut:
1) memberikan dukungan fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional yang
menjadi sektor prioritas dengan metode republikasi-reprint;
2) memberikan dukungan ke Komtek untuk pemeliharaan SNI yang telah berusia lebih dari 5
tahun dengan melalui kegiatan kaji ulang SNI.
SNI perlu untuk dikaji ulang untuk menjaga kesesuaian SNI terhadap kepentingan
nasional dan kebutuhan pasar; mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan
teknologi; dan menilai kelayakan dan kekiniannya. Untuk menjaga keterkinian SNI, sesuai

dengan praktek di internasional, kaji ulang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Dalam pelaksanaannya, perlu dilihat beberapa faktor untuk menghasilkan rekomendasi
yang tepat bagi SNI tersebut, apakah SNI tersebut perlu diabolisi (jika tidak diperlukan lagi),
tetap (jika masih sesuai), revisi (jika diperlukan perubahan yang cukup besar dalam
substansinya), amandemen (jika hanya diperlukan sedikit perubahan substansi), serta ralat (jika
terdapat kesalahan kecil misalnya kesalahan cetak). Beberapa faktor tersebut adalah:
ketentuan pengembangan SNI yang ada, standar internasional yang tersedia, kesepakatan
kerjasama regional (ASEAN) terkait harmonisasi standar, dan national differences apabila

diperlukan.

Pada tahun tahun 2015, BSN melaksanakan kaji ulang SNI terhadap 1.000 SNI, dimana
369 SNI diantaranya merupakan tanggung jawab bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan,

namun pada tahun 2016 kegiatan kaji ulang ini tidak dapat dilaksanakan karena adanya

pemotongan anggaran.
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Diagram 8 — Perbandingan kaji ulang SNI lingkup bidang PPK antara tahun 2015 dan 2016

Kaji ulang SNI tahun 2015 untuk kaji ulang SNI lingkup bidang Pertanian, Pangan dan
Kesehatan termasuk ke dalam sektor Pertanian, Pangan dan Kesehatan meliputi 369 SNI dari 13
Komtek dengan perincian jumlah SNI masing-masing sebagai berikut:

Tabel 17 - SNI yang dikaji ulang tahun 2015 untuk sektor kehutanan, kesehatan dan pangan

No. Subtotal
Nama Sektor Komtek Nama Komtek Jumlah SNI Jumlah SN
65-01 Pengelolaan Hutan 16
Kehutanan 65-02 Hasil Hutan Bukan Kayu 2 68
79-01 Hasil Hutan Kayu 50
11-01 Terapetik 1
Kesehatan 11.02 Perbekalan Kesehatan 4 14
Keluarga
11-03 Peralatan Kesehatan 9
67-02 Bahan Tambahar.\ Pangan 4
dan Kontaminan
67-04 Makanan dan Minuman 29
65-03 Pertanian 34
Pangan . 287
65-05 Produk Perikanan 168
65-07 Perikanan Budidaya 30
67-03 Peternakan dan produk 99
peternakan
Total 369
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Dengan demikian target 25 SNI dikaji ulang pada tahun 2016 yang ditetapkan oleh

BSN, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan

anggaran.

12). Jumlah fasilitasi perumusan RSNI

Pada tahun 2016, fasilitasi perumusan SNI melalui adopsi standar internasional
dengan metode republikasi-reprint, diberikan kepada 2 (dua) Komite Teknis lingkup bidang
Pertanian, Pangan dan Kesehatan dengan total 43 judul untuk dirumuskan menjadi SNI yang
terdiri dari:

- Komtek 19-05 Metode dan Pengujian Mikrobiologi (17 judul)
- Komtek 67-07 Analisis Sensori (26 judul)

Jumlah tersebut di atas berkurang bila dibandingkan dengan fasilitasi perumusan
SNI melalui adopsi standar internasional dengan metode republikasi-reprint yang
dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Adapun perbandingannya dapat dilihat pada

Diagram 8 berikut:

Fasilitasi

50
45
40
35
30

m Fasilitasi

20 A
15 +
10

2015 2016

Diagram 9 — Perbandingan capaian fasilitasi adopsi S| menjadi SNI lingkup bidang PPK tahun
2015 dan tahun 2016

Dengan demikian target 25 SNI yang difasilitasi perumusannya pada tahun 2016,
bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan mampu mencapai 43 SNI, melebehi target
sebanyak 18 RSNI atau 72%.

13). Jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai RSNI

Dalam rencana strategis PPS sebenarnya belum ada, namun dalam penetapan kinerja
PPS tahun 2016 untuk sasaran terwujudnya fasilitasi program perumusan SNI, ditambahkan lagi
satu indikator kinerja : jumlah fasilitasi penterjemahan dokumen SNI/SI yang digunakan sebagai

RSNI. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan kebutuhan dari pemangku kepentingan dan sebagai
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upaya untuk mempermudah pengguna dalam memahami substansi SNI yang telah ada namun
saat ini masih tersedia dalam bahasa Inggris, karena merupakan SNI hasil adopsi standar
internasional dengan metode republikasi-reprint.

Untuk kegiatan ini tahun 2016 batal dilaksanakan karena adanya pemotongan

anggaran. Namun pada tahun 2015, kegiatan terjemahan ini meliputi 8 sektor dengan jumlah
141 judul SNI.

Tabel 18 — Jumlah judul SNI hasil reprint dan republikasi dan/atau standar ISO/IEC yang
diterjemahkan menurut sektor

No. Nama Sektor Jumlah judul SNI yang diterjemahkan
1. Kesehatan Nuklir 13
2., Kimia 25
3. Agrobased dan Pangan 22
4, Geologi 5
5. Teknologi Informasi Komunikasi 13
6. Teknologi Tinggi 22
7. Instalasi tegangan rendah dan komponennya 17
8. Peranti Listrik Rumah Tangga 24
Total 141

Dengan demikian target 10 SNI difasilitasi penterjemahanna pada tahun 2016 yang

ditetapkan oleh BSN, bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan telah tidak dilaksanakan karena

adanya pemotongan anggaran.

Secara keseluruhan target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk bidang Pertanian,
Pangan dan Kesehatan telah dapat dicapai dengan baik, meskipun dalam beberapa kasus masih
ada beberapa target yang belum dapat terpenuhi karena kendala terkait dengan hal-hal
berikut:

— Terbatasnya anggaran yang tersedia untuk merealisasikan target yang ditetapkan;

— kurangnya komitmen yang kuat dari pemangku kepentingan yang terkait dalam

pengelolaan Sekretariat Komtek perumusan SNI;

— terbatasnya waktu para pengambil kebijakan yang ada di K/L untuk terlibat secara
penuh dalam pelaksanaan koordinasi antar K/L dalam rangka pemecahan

permasalahan yang dihadapi bersama;

— kurangnya alokasi anggaran pendukung dari BSN untuk kegiatan prioritas yang terkait
dengan pengembangan SNI dan penguatan proses perumusan SNI, seperti untuk
koordinasi interdep, workshop pengembangan SNI di daerah, dan operasional

perjalanan dinas.
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3.2. Realisasi Anggaran

Sebagai bagian dari unit kerja di Kedeputian PKS, maka pada tahun 2016 PPS
mendapatkan pagu anggaran setelah pemotongan sebesar Rp. 5.183.795.000,- (lima milyar
seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) untuk membiayai
5 (lima) kegiatan utama yang ada di PPS.

Dari pagu anggaran yang diberikan, PPS mampu merealisasikan penyerapan anggaran
sebesar 98,77 %. Adapun rincian masing-masing kegiatan menurut output yang ada di PPS

adalah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19 — Pagu anggaran PPS dan realisasi penyerapan anggaran DIPA tahun 2016

Output Pagu Anggaran Realisasi Sisa Pagu Persen
001 526.623.000 508.699.500 17.923.500 | 96.60%
002 2.613.343.000 2.584.168.969 29.174.031 98.88%
003 576.691.000 575.142.269 1.548.731 99.73%
005 1.429.213.000 1.414.101.391 15.111.609 98.94%
006 37.925.000 37.869.000 56.000 | 99.85%

5.183.795.000 5.119.981.129 63.813.871 | 98.77%

Keterangan:
001 Perumusan kebijakan pengembangan standar

002 Pengendalian proses perumusan SNI

003 Pembinaan Sumber Daya Manusia Perumusan SNI
005 Fasilitasi perumusan dan kaji ulang SNI

006 Peningkatan Kinerja Komtek/SubKomtek

Secara keseluruhan target realisasi anggaran tahun 2016 untuk PPS telah dapat
dicapai dengan baik (98,77 %), meskipun masih ada beberapa kegiatan yang realisasinya

mengalami kendala terkait dengan hal-hal berikut:

- mayoritas alokasi anggaran pada kegiatan 01 dialokasikan untuk pemberian honor
narasumber bagi anggota MTPS, namun ternyata dari beberapa kali rapat MTPS yang
dilaksanakan pada tahun 2016, tingkat kehadiran rata-rata anggota MTPS adalah
dibawah 80 %, sehingga honor narasumber yang telah dialokasikan tidak dapat

direalisasikan.
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BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan umum

Secara umum, kinerja bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan PPS pada tahun 2016

telah menunjukkan hasil yang memuaskan karena secara umum telah mampu memenuhi

target yang ditetapkan pada tahun 2016 untuk Sasaran dan Target PPS yang ditetapkan.

Perbandingan antara target dan realisasi yang telah dicapai pada tahun 2016 dapat dilihat pada

Tabel 20 di bawabh ini.

Tabel 20 - Target dan realisasi kinerja bidang PPK PPS tahun 2016

Target 2016 Realisasi
No Sasaran Indikator kinerja PPS | Bid.PPK Bid.PPK Satuan
2016
Customer Perspective
1. | Meningkatnya 1. Jumlah SNI yang | 100 25 43 SNI
kapasitas dan difasilitasi pengembangannya
kualitas SNI 2. Prosentase penyelesaian 35 35 37,39 %
PNPS hingga RASNI tepat
waktu
Internal Process Perspective
2 | Terwujudnya
kebijakan 3. Jumlah rekomendasi terkait 30 10 24 dokumen
pengembangan Komite Teknis perumusan SNI
SNI yang sesuai 4. Jumlah rekomendasi 450 115 214 dokumen
keb'utuhan persetujuan usulan Program
nasional Nasional Perumusan Standar
(PNPS)
5. Jumlah rancangan Pedoman 2 1 1 dokumen
Standardisasi Nasional (PSN)
terkait pengembangan SNI
3 | Terwujudnya 6.Jumlah  RASNI vyang siap | 450 113 123 RASNI
RASNI yang siap ditetapkan
ditetapkan yang CATATAN:
telah memenuhi Waktu perumusan SNI dari PNPS | 11 11 11,22 Bulan
ketentuan PSN sampai dengan RASNI
7.Jumlah Sekretariat Komtek 20 5 17 Komtek/
Perumusan SNI dikelola oleh Sub  Kom
BSN tek
4 Meningkatnya 8.Jumlah sumberdaya 550 140 224 orang
kualitas SDM perumusan standar yang
perumusan meningkat kompetensinya
standar
5 Meningkatnya 9. Jumlah Komtek/ SubKomtek | 50 2 4 Komtek/Su
kualitas yang telah memenubhi kriteria b Komtek
Komtek/Sub penilaian evaluasi kinerja
Komtek 10. Persentase Komtek/ | 100 100 90,91 Prosen-
perumusan SubKomtek perumusan SNI tase
standar yang dievaluasi kinerjanya

52/71




LAKIP Bid.PPK-PPS 2016

Target 2016 Realisasi
No Sasaran Indikator kinerja PPS | Bid.PPK Bid.PPK Satuan
2016
6 | Terwujudnya 11. Jumlah SNI yang dikaji ulang | 100 25 0 *) SNI
fasilitasi
program 12. Jumlah fasilitasi perumusan | 100 25 43 RSNI
perumusan SNI RSNI
13. Jumlah fasilitasi penterje- | 40 10 0 *) RSNI
mahan dokumen  SNI/SI
yang digunakan sebagai
RSNI
KETERANGAN:

*) Kegiatan tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran.

Meskipun demikian, sebenarnya masih ada beberapa sub kegiatan yang masih perlu

diperhatikan dan dilakukan evaluasi kembali secara matang untuk maksud perbaikan dan

peningkatan kinerja di masa datang karena capaiannya yang masih dibawah target, yaitu:

(1)

(2)

(3)

4.2

pencapaian sasaran waktu rata-rata waktu perumusan dari PNPS sampai dengan RASNI
pada tahun 2016 masih memerlukan waktu 11,22 bulan, melebihi target yang ditetapkan
(11 bulan), sehingga pendampingan ke Sekretariat Komtek/Sub Komtek sangat perlu
dilakukan dalam rangka penguatan pengelolaan jadwal kegiatan perumusan SNI;
pencapaian target 100 % Komtek/Sub Komtek yang dievaluasi kinerjanya pada tahun 2016
hampir terpenuhi (90,91%) sehingga perlu penguatan koordinasi dengan Sekretariat
pengelola Komtek/Sub Komtek;

penetapan target SNI yang dikaji ulang dan difasilitasi penterjemahannya tidak dapat
dilaksanakan karena adanya pemotongan anggaran, sehingga ke depan perlu

diprioritaskan pengalokasian anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rekomendasi

Memperhatikan realisasi capaian terhadap target yang ditetapkan kepada bidang

Pertanian, Pangan dan Kesehatan tahun 2016, dan kendala serta peluang perbaikan yang

masih terbuka lebar, maka untuk maksud perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang

perlu dipertimbangkan hal-hal berikut:

(1). Penguatan pembinaan dan pendampingan kepada Sekretariat Komtek/Sub Komtek

dalam memahami ketentuan yang terdapat dalam PSN pengembangan SNI yang harus
dipenuhi, misalnya melalui audiensi, workshop in-house ke sekretariat Komtek/Sub
Komtek, penguatan reminder, koordinasi intensif dan penyelenggaraan workshop

pengelolaan Komtek sebagai media benchmarking antar sekretariat Komtek.

(2). Penguatan pengaturan kelembagaan antar K/L terkait pengelolaan kegiatan

standardisasi sebagaimana diamanatkan dalam UU No0.20/2014, agar terdapat unit
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(3).

(4).

(5).

kerja di K/L yang mempunyai tupoksi spesifik terkait standardisasi, termasuk salah
satunya tanggung jawab untuk pengelolaan Sekretariat Komtek/Sub Komtek yang ada
di lingkup K/L tersebut.

Penguatan perencanaan kegiatan dan penetapan target yang realistis, untuk
menghindari target yang tidak mungkin dicapai, misalnya keadaan dimana pada saat
evaluasi kinerja dilakukan masih ada Komtek/Sub Komtek yang baru saja terbentuk
(kurang dari satu tahun) dan belum ada aktifitas perumusan SNI, sehingga tidak dapat
dilakukan evaluasi kinerja.

Penguatan perencanaan pengalokasian anggaran untuk program dan kegiatan serta
pengendalian pelaksanaan kegiatan agar target realisasi anggaran dapat ditingkatkan
dari capaian sebelumnya.

Pengalokasi tambahan anggaran di bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan
dikarenakan banyaknya jumlah komite teknis yang dikelola di bidang ini dan adanya
reorganisasi, reposisi dan realokasi anggaran di Kementrain atau Lembaga yang
bermitra dengan bidang Pertaninan, Pangan dan Kesehatan sehingga jumlah usulan
dan penetapan SNI berkurang. Hal ini perlu diantisipasi dengan tambahan alokasi
pendanaan kepada Pusat Perumusan Standar khususnya bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan.
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LAMPIRAN

BSN)

BADAN STANDARDISASI NASIONAL

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif,
transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : I Nyoman Supriyatna
Jabatan : Kepala Pusat Perumusan Standar

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Puji Winarni
Jabatan . PIt. Deputi bidang Penelitian dan Kerjasama
Standardisasi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja
jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian
penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Maret 2016

Pihak Kedua Pihak Pertama
Puji Winarni I Nyoman Supriyatna
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PUSAT PERUMUSAN STANDAR
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Customer Perspectives
1 Meningkatnya kapasitas 1 Jumlah SNI yang difasilitasi 100 SNI
dan kualitas SNI pengembangannya
2 Persentase penyelesaian PNPS hingga 35 %
RASNI tepat waktu
Internal Process Perspectives
2 Terwujudnya kebijakan 3 Jumlah rekomendasi terkait Komite 30 rckomendasi
pengembangan SNI yang Teknis perumusan SNI
ik x
Newtal kel HAsRl 4 Jumlah rekomendasi persetujuan 450 rekomendasi
usulan Program Nasional Perumusan
Standar (PNPS)
5 Jumlah rancangan Pedoman 2 rancangan
Standardisasi Nasional (PSN) terkait
pengembangan SNI
3 Terwujudnya RASNI yang 6 Jumlah RASNI yang siap ditetapkan 500  RASNI
siap ditetapkan yang telah
memenuhi ketentuan PSN 7 Jumlah Sekretariat Komtek Perumusan 20 sekretariat
SNI dikelola oleh BSN Komtek
4 Meningkatnya kualitas 8 Jumlah sumberdaya perumusan standar 550  orang
SDM perumusan standar yang meningkat kompetensinya
5 Meningkatnya kualitas 9 Jumlah Komtek/SubKomtek yang telah 50 Komtek/
Komtek/ Subkomtek memenuhi kriteria penilaian evaluasi SubKomtek
perumusan standar kinerja
10 Persentase Komtek/ SubKomtek 100 %
perumusan SNI yang dievaluasi
kinerjanya
6 Terwujudnya fasilitasi 11 Jumlah SNI yang dikaji ulang 100  kaji ulang
program perumusan SNI
12 Jumlah fasilitasi perumusan RSNI 100 RSNI
13 Jumlah fasilitasi penterjemahan 40 RSNI
dokumen SNI/SI yang digunakan
sebagai RSNI
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Daftar SNI yang ditetapkan tahun 2016 lingkup bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan PPS

No Nomor SNI Judul
SNI'ISO 9424:2016 Panel kayu — Penentuan dimensi contoh uji
SNI ISO 16984:2016 Panel kayu — Penentuan keteguhan tarik tegak lurus bidang datar
panel (1ISO 16984:2003, IDT)
3 | SNI'ISO 16987:2016 Panel kayu — Penentuan ketahanan kelembaban pada kondisi uji
siklik (ISO 16987:2003, IDT)
4 | SNI'ISO 20585:2016 Panel kayu — Penentuan kekuatan lentur basah setelah direndam
dalam air pada suhu 70°C atau 100 °C (suhu didih)
5 SNI 8230:2016 Prosedur biosecurity pada pembenihan ikan laut
6 SNI8231.1:2016 Deteksi Megalocytivirus - Bagian 1: Metode quantitative (real-time)
polymerase chain reaction (QPCR) menggunakan hydrolysis probe
7 SNI 8232.1:2016 Deteksi necrotising hepatobacterium (NHPB) - Bagian 1 :Metode
polymerase chain reaction (PCR)
8 SNI 8233:2016 Metode deteksi rickettsia-like bacteria pada lobster (Panulirus spp.)
dengan metode polymerase chain reaction (PCR)
9 SNI 8234:2016 Uji sensitivitas bakteri yang diisolasi dari ikan dan lingkungan
terhadap antimikrob dengan menggunakan metode difusi cakram
10 SNI 7306:2016 Prosedur pengambilan, penanganan dan pengiriman contoh air dan
ikan untuk pemeriksaan penyakit
11 SNI7912.2:2016 Deteksi infectious hypodermal and haematopoietic necrosis virus
(IHHNV) - Bagian 2: Metode single step polymerase chain reaction
(PCR)
12 SNI 8094.2:2016 Deteksi white spot syndrome virus (WSSV) - Bagian 2: Metode nested
polymerase chain reaction (PCR)
13 SNI 4989:2016 Mutiara laut selatan (south sea pearl) - Syarat mutu dan penanganan
14 SNI 8263:2016 Ikan hias Rasbora (Rasbora spp.) - Syarat mutu dan penanganan
15 SNI 8264:2016 Tanaman hias air Mikrosorum (Microsorum pteropus) - Syarat mutu
dan penanganan
16 SNI 8265:2016 Penentuan derajat deasetilasi pada kitosan dengan metode titrasi
potensiometri
17 SNI 8266:2016 Ikan cupang liar/wild betta (Betta spp.)- Syarat mutu dan
penanganan
18 SNI 8267:2016 Kitosan cair sebagai pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan
19 SNI 8268:2016 Penyamakan kulit ikan — Proses pengolahan
20 SNI 8275:2016 Proses radiasi — Pangan siap saji dosis sedang (2 kGy — 10 kGy)
21 SNI IEC 60601-2- Peralatan elektromedik — Bagian 2-24: Persyaratan khusus untuk
24:2016 keselamatan dasar dan kinerja esensial pompa infus dan
pengontrolnya(IEC 60601-2-24:2012 ed 2.0, IDT)
22 SNI IEC 60601-2- Peralatan elektromedik — Bagian 2-27: Persyaratan khusus untuk
27:2016 keselamatan dasar dan kinerja esensial peralatan monitor
elektrokardiografik (IEC 60601-2-27:2011 ed 3.0, IDT)
23 SNI IEC/TR Pedoman untuk petugas penatalaksanaan dan paramedis yang
60930:2016 berhubungan dengan keselamatan penggunaan peralatan

elektromedik dan sistem elektromedik (IEC/TR 60930:2008 ed 2.0,
IDT)
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24 SNI IEC/TR Peralatan bedah frekuensi tinggi — Pengoperasian dan pemeliharaan
61289:2016 (IEC/TR 61289:2011 ed 1.0, IDT)
25 SNI ISO 10651- Ventilator paru — Bagian 4: Persyaratan khusus untuk resusitasi
4:2016 manual (ISO 10651-4:2002 ed 1.0, IDT)
26 SNI ISO 10651- Ventilator paru untuk penggunaan medis — Persyaratan khusus
5:2016 keselamatan dasar dan kinerja esensial — Bagian 5: Resusitator
darurat dengan tenaga gas (ISO 10651-5:2006 ed 1.0, IDT)
27 | SNIISO 27427:2016 | Peralatan anestesi dan respirasi — Sistem nebulasi dan komponennya
(1SO 27427:2013 ed 3.0, IDT)
28 SNI 2354.6:2016 Cara uji kimia — Bagian 6: penentuan kadar logam berat merkuri (Hg)
pada produk perikanan
29 SNI 2354.10:2016 Cara uji kimia - Bagian 10: Penentuan kadar histamin dengan
Spektroflorometri dan Khromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada
produk perikanan
30 SNI 2354.14:2016 Cara uji kimia — Bagian 14: Penentuan kadar sulfit dengan
Kromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan
31 SNI 4488:2016 Lobster (Panulirus spp.) dan udang kipas (Thenus spp.) hidup untuk
konsumsi
32 SNI 6929:2016 Daging Rajungan (Portunnus pelagicus) pasteurisasi dalam kaleng
33 SNI8222:2016 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng
34 SNI8223:2016 Tuna dalam kemasan kaleng
35 SNI 6483.1:2016 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) -
Bagian 1 : Induk
36 SNI 6483.2:2016 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) -
Bagian 2 : Benih
37 SNI 6483.3:2016 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) -
Bagian 3 : Produksi induk
38 SNI 6483.4:2016 Ikan patin siam (Pangasianodon hypophthalmus, Sauvage 1878) -
Bagian 4 : Produksi benih
39 SNI 8296.1:2016 Ikan mas (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) - Bagian 1: Induk pokok
(parent stock)
40 SNI 8296.2:2016 Ikan mas (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) - Bagian 2: Benih
41 SNI 8296.3:2016 Ikan mas (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) - Bagian 3: Produksi induk
42 SNI 8296.4:2016 Ikan mas (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) - Bagian 4: Produksi benih
43 SNI 8297.1:2016 Ikan papuyu (Anabas testudineus, Bloch 1792) - Bagian 1 : Benih
44 SNI 8297.2:2016 Ikan papuyu (Anabas testudineus, Bloch 1792) - Bagian 2 : Produksi
benih
45 SNI 8298:2016 Deteksi Vibrio alginolyticus patogenik dan nonpatogenik dengan
metode multiplex polymerase chain reaction (multiplex PCR)
46 SNI 5008.2:2016 Kayu lapis penggunaan umum
47 SNI 8351:2016 Nama kayu perdagangan
48 SNI 7535.3:2016 Kayu bundar jenis jati - Bagian 3: Pengukuran dan tabel isi
49 SNI 8274:2016 Kayu serut empat sisi (Kayu S4S)
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50 SNI 8280.1:2016 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan logam —
Bagian 1 : Kadmium (Cd), kromium (VI) [Cr (VI)] dan timbal (Pb)
51 SNI 8292.1:2016 Bibit kerbau - Bagian 1: Kalimantan
52 SNI 8292.2:2016 Bibit kerbau - Bagian 2 : Pampangan
53 SNI 8292.3:2016 Bibit kerbau - Bagian 3 : Sumbawa
54 SNI 8292.4:2016 Bibit kerbau - Bagian 4: Toraya
55 SNI 3148.3:2016 Pakan konsentrat Bagian 3 :Ayam ras petelur masa produksi (Layer
concentrate)
56 SNI 3148.4:2016 Pakan konsentrat Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (Layer grower
concentrate)
57 SNI 3148.5:2016 Pakan konsentrat Bagian 5 : Ayam ras pedaging (Broiler concentrate)
58 SNI8290.1:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 1: Sebelum masa awal (layer pre
starter)
59 SNI 8290.2:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 2: Masa awal (layer starter)
60 SNI 8290.3:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 3: Dara (/layer grower)
61 SNI 8290.4:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 4: Sebelum produksi (pre layer)
62 SNI 8290.5:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 5: Masa produksi (/ayer)
63 SNI 8290.6:2016 Pakan ayam ras petelur Bagian 6: Setelah puncak produksi (/ayer post
peak)
64 SNI 1902:2016 Teh hitam
65 SNI 3945:2016 Teh hijau
66 SNI 4480:2016 Cabai
67 SNI 4492:2016 Mawar potong
68 SNI 6729:2016 Sistem pertanian organik
69 SNI 8285:2016 Minyak masohi
70 SNI 2903:2016 Lemak tengkawang sebagai bahan baku
71 SNI 7837:2016 Getah pinus
72 SNI 7209:2016 Nama tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan
73 SNI 7983.2:2016 Sarana penjemuran rumput laut : bagian 2 : model gantung
74 SNI 8179:2016 Konstruksi kolam pembesaran ikan air tawar — Bagian 2 : Kolam
terpal bulat
75 SNI8313.1:2016 Prasarana dan sarana produksi pada pembenihan udang penaeid
Bagian 1: Skala rumah tangga
76 SNI 8313.2:2016 Prasarana dan sarana produksi pada pembenihan udang penaeid
Bagian 2: Skala besar
77 SNI 8314:2016 Prasarana dan sarana bak pemberokan ikan air tawar
78 SNI 8315:2016 Perakitan sarana sumber energi berbahan bakar liquefied petroleum
gas (LPG) pada mesin motor bakar untuk budidaya perikanan
79 SNI 8316:2016 Prasarana dan sarana produksi benih ikan patin (Pangasianodon
hypophthalmus, Sauvage 1878)
80 SNI 8317:2016 Sarana pengemasan bibit rumput laut kotoni (Kappaphycus alvarezii)
sistem kering tertutup
81 SNI 8318.1:2016 Mesin pencetak pakan ikan skala rumah tangga tipe horizontal
82 SNI ISO 10993- Evaluasi biologis alat kesehatan — Bagian 2: Persyaratan
2:2016 kesejahteraan hewan (ISO 10993-2:2006, IDT)
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83 SNI ISO 10993- Evaluasi biologis alat kesehatan — Bagian 4: Pemilihan uji untuk
4:2016 interaksi dengan darah (1SO 10993-4:2002, IDT)
84 SNI ISO 10993- Evaluasi biologis alat kesehatan — Bagian 7: Residu sterilisasi dengan
7:2016 etilen oksida (ISO 10993-7:2008, IDT)
85 SNI ISO 10993- Evaluasi biologis alat kesehatan — Bagian 11: Uji toksisitas sistemik
11:2016 (ISO 10993-11:2006, IDT)
86 SNI 7651.7:2016 Bibit sapi potong - Bagian 7 : Sumba ongole
87 SNI 2716:2016 Terasi udang
88 SNI 8271:2016 Steak ikan beku
89 SNI 2706:2016 Paha kodok (Rana spp.) beku
90 SNI 8273:2016 Ikan asin kering
91 SNI 3458:2016 Udang masak beku
92 SNI 8272:2016 Kerupuk ikan, udang dan moluska
93 SNI 8269:2016 Rendang ikan tuna
94 SNI 99001:2016 Sistem manajemen halal
95 SNI 5006.3:2016 Persemaian permanen tanaman hutan
96 SNI 8325:2016 Alat penangkapan ikan — Bubu lipat rajungan tipe kubah
97 SNI 8326:2016 Alat penangkapan ikan — Cara pengukuran mata jaring
98 SNI 8327:2016 Alat penangkapan ikan — Cara menghitung berat jaring
99 SNI 8328:2016 Alat penangkapan ikan — Cara menghitung berat tali
100 SNI 8329:2016 Alat penangkapan ikan — Cara pengukuran gaya apung dan gaya
tenggelam komponen alat penangkap ikan
101 SNI 8330:2016 Alat penangkapan ikan — Umpan pancing gurita tipe rajungan
102 SNI 8331:2016 Alat penangkapan ikan — Jaring lingkar bertali kerut (purse seine)
bawal hitam
103 SNI 8332:2016 Alat penangkapan ikan — Lampu pengumpul ikan di dalam air
104 SNI 8333:2016 Alat penangkapan ikan — Istilah dan definisi alat bantu pengumpul
ikan dengan cahaya
105 SNI 8334:2016 Kapal perikanan - mesin kapstan penarik tali kerut pada jaring lingkar
bertali kerut ukuran kecil (mini purse seine)
106 SNI'ISO 61331- Alat proteksi radiasi sinar-X pada diagnostik medis — Bagian 1:
1:2016 Penentuan sifat atenuasi bahan (IEC 61331-1:2014, IDT)
107 SNIISO 61331- Alat proteksi radiasi sinar-X pada diagnostik medis — Bagian 2: Pelat
2:2016 proteksi tembus pandang (IEC 61331-2:2014, IDT)
108 SNI 8353:2016 Pemilihan dan penggunaan bahan kemasan untuk pangan yang
diiradiasil (ASTM F1640 - 09, IDT)
109 SNI 8354:2016 Pedoman praktik untuk iradiasi ikan dan invertebrata air yang
digunakan sebagai pangan untuk kendali mikroorganisme patogen
dan pembusukl (ASTM F1736 - 09, IDT)
110 SNI 8355:2016 Iradiasi rempah-rempah, herbal, dan bumbu sayuran kering untuk
mengendalikan mikroorganisme patogen dan mikroorganisme lainl
(ASTM F1885 - 04, IDT)
111 SNI ISO Mikrobiologi bahan pangan dan pakan- Persiapan contoh uiji,
6887.6:2016 suspensi awal dan pengenceran desimal untuk pengujian

mikrobiologi- Bagian 6: Aturan spesifik penyiapan contoh uji yang
diambil pada tahap produksi utama (ISO 6887-6:2013, IDT, Eng)
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112 | SNIISO 7889:2016 Yogurt- Enumerasi karakteristik mikroorganisme- Penghitungan
koloni pada suhu 37 °C (1SO 7889:2003, IDT Eng)
113 | SNI'ISO 11133:2016 Mikrobiologi bahan pangan, pakan ternak dan air - Persiapan,
produksi, penyimpanan dan kinerja pengujian media kultur
(1S011133:2014, IDT Eng)
114 SNI ISO Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Metode horizontal
16649.1:2016 enumerasi R-glucuronidase- Escherichia coli positif Bagian 1: Teknik
penghitungan koloni menggunakan membran pada suhu 44 °C dan 5-
bromo-4-chloro-3-indolyl R-D-glucuronide (1ISO 16649.1:2001, IDT
Eng)
115 SNI ISO Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Metode horizontal
16649.2:2016 enumerasi R-glucuronidase- Escherichia coli positif Bagian 2: Teknik
penghitungan koloni pada suhu 44°C dan 5-bromo-4-chloro-3-indolyl
R-D-glucuronide (1SO 16649.2:2001, IDT Eng)
116 SNI ISO Mikrobiologi rantai pangan - Metode horizontal enumerasi B -
16649.3:2016 glucuronidase-positive Escherichia coli Bagian 3: Deteksi dan
penentuan angka paling mungkin (APN) menggunakan 5-bromo-4-
chloro-3- indolyl-B-D-glucuronide (ISO 16649.3:2015, IDT Eng)
117 SNI ISO Mikrobiologi bahan pangan dan pakan- Metode horizontal untuk
21528.2:2016 deteksi dan enumerasi Enterobacteriaceae Bagian 2: Metode
Penghitungan jumlah koloni (ISO 21528-2:2004, IDT)
118 SNIISO TS ikrobiologi bahan pangan dan pakan - Panduan untuk menetapkan
19036:2016 kisaran nilai ketidak pastian pengukuran untuk penghitungan
kuantitatif Pengukuran ketidakpastian untuk penghitungan rendah
(1ISO/TS 19036:2006 dan I1SO TS 19036:2006/Amd 1 2009, IDT, Eng)
119 SNIISO TS Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Spesifikasi khusus dan
22117:2016 panduan untuk uji profisiensi dengan uji banding antar laboratorium
(1ISO/TS 22117:2006, IDT, Eng)
120 SNI ISO TS Susu dan produk susu- Deteksi Enterobacter sakazakii (ISO/TS
22964:2016 22964:2006, IDF/RM 210:2006, IDT, Eng)
121 SNI 99002:2016 Pemotongan halal pada unggas
122 SNI 8350:2016 Nama produk hasil hutan kayu
123 SNI 8349:2016 Nama hasil hutan bukan kayu
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Judul PNPS yang disetujui tahun 2016 di bidang Pertanian, Pangan dan

Kesehatan PPS

Komite/Sub Judul PNPS
komite Teknis
03-08 Penyembelihan halal Bagian 1: Unggas
03-08 Penyembelihan halal Bagian 2: Ruminansia
11-03-S1 Optik optalmik - Produk perawatan lensa kontak - Persyaratan mikrobiologi dan metode uji untuk
produk dan pengaturan untuk manjemen higiene lensa kontak
11-03-S1 Optik optalmik - Produk perawatan lensa kontak - Uji manfaat pengawet antimicrobial dan

petunjuk tentang menentukan tanggal pembuangan (discard)

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 2: Persyaratan kesejahteraan binatang

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 3: Uji genotoksisitas, karsinogenisitas dan toksisitas
reproduktif.

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 4: Pemilihan uji interaksi dengan darah

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 6: Uji efek lokal setelah implantasi

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 7: Residu sterilisasi etilen oksida

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 10: Uji iritasi dan sensitisasi kulit

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 11: Uji toksisitas sistemik

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 12: Preparasi sample dan material acuan

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 14: Identifikasi dan kuantifikasi produk degradasi dari
keramik

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 15: Identifikasi dan kuantifikasi produk degradasi dari
logam dan logam campuran

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 17: Penetapan batas yang diizinkan untuk zat yang dapat
meluluh (leachable)

11-04 Evaluasi biologi alat kesehatan: Bagian 18: Karakteristik kimia material

11-05 Perangkat Perlindungan terhadap diagnostik medis radiasi sinar-X - Bagian 1: Penentuan sifat
atenuasi bahan

11-05 Alat pencitraan radionuklida - Karakteristik dan kondisi uji - Bagian 1: tomografi emisi positron

11-05 Alat pelindung terhadap radiasi Sinar-X pada diagnostik medis - Bagian 2 Pelat pelindung tembus
pandang

11-05 Alat pelindung terhadap radiasi Sinar-X pada diagnostik medis - Bagian 3
Pakaian pelindung, kacamata dan perisai pelindung pasien

11-05 Alat pencitraan radionuklida - Karakteristik dan kondisi pengujian - Bagian 2: kamera Gamma
untuk planar, seluruh tubuh, dan pencitraan SPECT

11-05 Peralatan kesehatan - Kolimator - Bagian 1: Persyaratan umum

11-05 Peralatan kesehatan - Kolimator - Bagian 2: Uji kinerja

11-06 Kondom-Pedoman penggunaan ISO 4074 dalam manajemen mutu kondom lateks

11-06 Kondom sintetis-Syarat mutu dan metode uji

11-06 Kondom lateks

11-11 Tisu basah

11-13 Sterilisasi produk pelayanan kesehatan - Moist Heat - Bagian 1: Persyaratan untuk
pengembangan, validasi dan pengendalian rutin proses sterilisasi untuk peralatan kesehatan

11-13 Sterilisasi produk pelayanan kesehatan - Moist Heat - Bagian 2: Pedoman penerapan ISO 17665-1

11-13 Sterilisasi produk pelayanan kesehatan - Moist Heat - Bagian 3: Pedoman penunjukan peralatan
kesehatan untuk produk keluarga dan kategori pengolahan untuk sterilisasi uap

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator Biologi - Bagian 1: Persyaratan Umum

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator Biologi - Bagian 3: Indikator Biologis untuk
proses sterilisasi uap

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator kimia - Bagian 1: Persyaratan umum

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator kimia - Bagian 3: Sistem indikator kelas 2
untuk digunakan dalam uji penetrasi uap Bowie and Dick

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator kimia - Bagian 4: Indikator kelas 2 sebagai
alternatif untuk deteksi penetrasi uap pada Bowie and Dick tes

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator kimia - Bagian 5: Indikator kelas 2 untuk Bowie and Dick
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air removal test sheets and packs

11-13 Pengemasan untuk perangkat medis disterilisasi - Bagian 1: Persyaratan bahan, steril
sistem penghalang dan sistem kemasan

11-13 Sterilisasi alat kesehatan - metode mikrobiologi - Bagian 1: Penentuan dari
populasi mikroorganisme pada produk

11-13 Sterilisasi alat kesehatan - metode mikrobiologi - Bagian 2: Pengujian sterilitas dilakukan di
validasi proses sterilisasi

11-13 Sterilisasi peralatan medis - Informasi yang akan diberikan oleh produsen untuk
pengolahan peralatan medis yang dapat di sterilisasi ulang

11-13 Sterilisasi produk kesehatan - indikator biologis dan kimia - Uji peralatan

11-13 Sterilisasi produk pelayanan kesehatan - Persyaratan umum untuk karakterisasi agen sterilisasi
dan pengembangan, validasi dan kontrol rutin dari proses sterilisasi untuk alat kesehatan

13-09 Panduan pelaksanaan — Manajemen Biorisiko Laboratorium CWA 15793:2008

13-10 . A
Unit pengolah air minum - skala rumah tangga

19-05 Produk pangan pertanian - Layout untuk metode sampling standar dari lot

19-05 Corr 1 : Mikrobiologi bahan pangan dan pakan — Metode horizontal untuk enumerasi kapang dan
khamir — Bagian 2: Teknik penghitungan koloni pada produk dengan aktivitas air kurang dari atau
sama dengan 0,95

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Metode horizontal enumerasi B-glucuronidase-positive
Escherichia coli Bagian 1: Teknik penghitungan koloni menggunakan membran pada suhu 44 °C
dan 5-bromo-4-chloro-3-indolyl -D-glucuronide

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Metode horizontal enumerasi B-glucuronidase-positive
Escherichia coli Bagian 2: Teknik penghitungan koloni pada suhu 44 °C dan 5-bromo-4-chloro-3-
indolyl -D-glucuronide

19-05 Mikrobiologi rantai pangan-Metode horizontal enumerasi B-glucuronidase-positive Escherichia coli
Bagian 3: Deteksi dan penentuan angka paling mungkin (APN) menggunakan 5-bromo-4-chloro-
3-indolyl-B-D-glucuronide

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan-Persiapan contoh uji, suspensi awal dan pengenceran
desimal untuk pengujian mikrobiologi- Bagian 6: Aturan spesifik penyiapan contoh uji yang diambil
pada tahap produksi utama

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan-tahap produksi utama-cara pengambilan contoh

19-05 Yogurt- enumerasi karakteristik mikroorganisme- penghitungan koloni pada suhu 37 °C

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan-metode horizontal untuk pengambilan contoh dari
permukaan menggunakan teknik kontak plates dan swab

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan-metode horizontal untuk deteksi dan enumerasi
Enterobacteriaceae Bagian 2: Metode Penghitungan jumlah koloni

19-05 Mikrobiologi rantai pangan - Cara pengambilan contoh uji untuk analisa mikrobiologis bahan
pangan dan pakan

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Panduan untuk menetapkan kisaran nilai ketidak pastian
pengukuran untuk penghitungan kuantitatif Bagian 1: Pengukuran ketidakpastian untuk
penghitungan rendah

19-05 Susu dan Produk susu- deteksi Enterobacter sakazakii

19-05 Mikrobiologi bahan pangan dan pakan - Spesifikasi khusus dan panduan untuk uji profisiensi
dengan uji banding antar laboratorium

19-05 Mikrobiologi bahan pangan, pakan dan air - Persiapan, produksi, penyimpanan dan uji unjuk
kinerja dari media kultur

19-06 Susu kering - Penentuan kadar air ( metode Referensi )

19-06 Buah-buahan, sayuran dan produk turunannya - Penentuan kadar arsen - Metode hybrid
generation atomic absorption spectrometry

19-06 Buah-buahan, sayuran dan produk turunan - Penentuan kadar kadmium - Bagian 1: Metode
menggunakan tungku grafit serapan atom spektrometri

19-06 Buah-buahan, sayuran dan produk turunan - Penentuan kadar merkuri - Metode flameless atomic
absorption

19-06 Susu dan produk susu - Penentuan kadar timbal - Metode spektrofometri grafit tungku serapan
atom

19-06 Lemak dan minyak hewani dan nabati - Penentuan kadar timah secara langsung menggunakan
spektrofometri grafit tungku serapan atom

19-06 Kopi instan - Penentuan kadar air - metode Karl Fischer (metode Referensi)

19-06 Kopi roasted ground - Penentuan kadar air - Metode oleh penentuan massa susut di 103 derajat C
(Metode rutin)

19-06 Sereal dan biji-bijan - Penentuan kandungan nitrogen dan perhitungan kandungan protein kasar -
Kjeldahl

19-06 Kopi dan produk kopi - Penentuan kadar kafein menggunakan kromatografi cair kinerja tinggi
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(HPLC) - Metode referensi

19-06 Kualitas air - Penentuan arsen dan antimon - Bagian 2: Metode hybrid generation atomic
absorption spectrometry

19-06 Kualitas air - Penentuan merkuri - Cara menggunakan serapan atom spektrometri (AAS) dengan
dan tanpa pengayaan

19-06 Kualitas air - Penentuan indeks permanganat

19-06 Kualitas air - Penentuan indeks minyak hidrokarbon Bagian 2: Metode menggunakan ekstraksi
pelarut dan kromatografi gas

19-06 Kualitas air - Penentuan bromate terlarut - Cara menggunakan kromatografi ion (IC) dan reaksi
pasca kolom (PCR)

65-01 Manajemen pengendalian kebakaran hutan tingkat unit pengelola

65-01 Inokulasi tanaman penghasil gaharu budidaya

65-01 Bibit tanaman hutan

65-02 Minyak masohi

65-02 Getah pinus

65-02 Nama tumbuhan dan satwa liar yang diperdagangkan

65-02 Biji tengkawang

65-02 Tata nama hasil hutan bukan kayu

65-02 Rebung sebagai bahan baku pangan

65-02 Bahan baku biodiesel dari Nyamplung

65-02 Jenis, sifat dan kegunaan rotan

65-02 Rotan

65-03 Cabe

65-03 Kedelai

65-03 Sistem pertanian organik

65-05 Cara uji Sulfit dengan HPLC

65-05 Rendang ikan

65-05 Code of Practices for Fish and Fishery Product, Section 16 — Processing of Canned Fish, Shellfish
and Other Aquatic Invertebrates (CAC/RCP 52-2003)

65-05 Recommended International Code of Hygienic Practice For the Processing of Frog Legs (CAC/RCP
30-1983)

65-05 Code of Practices for Fish and Fishery Product, Section 13a — Processing of Lobsters (CAC/RCP 52-
2003)

65-05 Daging Rajungan (Portunnus pelagicus) pasteurisasi dalam kaleng

65-05 Cara uji kimia — Bagian 6: penentuan kadar logam berat Merkuri (Hg) pada produk perikanan

65-05 Paha kodok (Rana spp) beku

65-05 Udang kupas rebus beku

65-05 Daging rajungan (Portunnus pelagicus) sterilisasi dalam kaleng

65-05 Steak ikan beku

65-05 Terasi udang

65-05 Kerupuk ikan

65-05 Ikan kaleng dan tuna kaleng

65-05 Lobster beku

65-05 Ikan asin kering

65-05 Lobster hidup untuk konsumsi

65-05 Cara uji kimia - Bagian 10: Penentuan kadar histamin dengan Spektroflorometri dan
Khromatografi Cair Kinerja Tinggi (KCKT) pada produk perikanan

65-05 Sarden dan makerel dalam kemasan kaleng

65-05 Tuna dalam kemasan kaleng

65-05 Pindang
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65-05 Sirip cucut/hiu kering
65-05 Udang berlapis tepung (breaded) beku
65-05 Gurita (Octopus sp) beku
65-05 Cara uji penentuan kadar arsen (As) pada produk perikanan
65-05 Ikan kayu
65-05 Cara uji kimia - Bagian 3 : Penentuan kadar lemak total pada produk perikanan
65-05 Ikan asin jambal roti
65-05 Kecap ikan
65-05 Cara uji Salmonella dengan Teknik Polymerase Chain Reaction (PCR)
65-05 Bandeng isi
65-05-S1 Kapstan Penarik Tali kerut Purse Seine
65-05-S1 Bubu lipat tipe kubah
65-05-S1 Jaring Udang Mantis
65-05-S1 Gillnet Serinding
65-05-S1 Pancing Gurita
65-05-S1 Metode uji layak operasi kapal perikanan
65-05-S1 Metode uji palka ikan segar
65-05-S1 cara pengukuran dan menghitung diameter benang
65-05-S1 cara perhitungan bukaan mata jaring
65-05-S1 cara pengukuran dan perhitungan berat jaring
65-05-S1 cara pengukuran dan perhitungan penggantungan (hanging ratio) jaring (webbing)
65-05-S1 Jaring lingkar bertali kerut untuk bawal
65-05-S1 Gambar desain alat tangkap
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat tarik dasar kecil type 2 (dua) seam atau panel
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat tarik dasar kecil type 4 (empat) seam dengan sayap
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat kantong payang berbadan jaring panjang
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat tarik dasar kecil (small bottom trawl net) type 4 (empat) seam
tanpa sayap atas
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat kantong payang berbadan jaring pendek
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi pukat kantong dogol
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi jaring tiga lapis (trammel net)
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi jaring tiga lapis (trammel net) induk udang
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi kapal pukat cincin (purse seiners) 75-150 GT
65-05-S1 Bentuk baku konstruksi kapal rawai tuna (long liners) 75-150 GT
65-05-51 bentuk dan konstruksi gillnet permukaan PA monofilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi gillnet permukaan PA monomultifilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi gillnet permukaan PA multifilament
65-05-51 bentuk dan konstruksi gillnet pertengahan PA multifilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi gillnet pertengahan PA monomultifilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi gillnet pertengahan PA multifilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi gillnet dasar PA monofilament
65-05-51 bentuk dan konstruksi gillnet dasar PA monomultifilament
65-05-51 bentuk dan konstruksi gillnet dasar PA monofilament
65-05-S1 bentuk dan konstruksi bubu lipat ikan
65-05-S1 bentuk dan konstruksi bubu lipat rajungan

65/71




LAKIP Bid.PPK-PPS 2016

65-05-S1 bentuk dan konstruksi rawai dasar
65-05-S1 bentuk dan konstruksi handline
65-05-S1 bentuk dan konstruksi pancing tonda
65-05-S1 bentuk dan konstruksi pole and line
65-05-S1 Penomoran Mata Pancing
65-05-S1 Standar kekuatan bahan benang dan jaring untuk alat penangkapan ikan
65-05-S1 Pengertian dasar dan definisi jaring (untuk alat penangkapan ikan )
65-05-S1 Bentuk dan penggunaan jenis simpul jaring (untuk alat penangkapan ikan)
65-05-S1 Penentuan elongasi (renggangan) benang jaring (untuk alat penangkapan ikan )
65-05-S1 Metode uji penentuan ukuran mata jaring . (Bagian 1. Bukaan Mata Jaring)
65-05-S1 Metode uji untuk penentuan ukuran mata jaring . (Bagian 2. Panjang Mata Jaring)
65-07 Pengelolaan Limbah hasil Proses budidaya ikan
65-07 Metode Uji Deteksi Vibrio alginolyticus patogen dan non pathogen dengan metode multiplex
polymerase chain reaction (PCR)
65-07 Ikan Papuyu, bagian 1: Benih
65-07 Ikan Papuyu, bagian 2: Produksi Benih
65-07 Sarana penjemuran rumput laut : bagian 2 : model gantung
65-07 Pengepakan rumput laut sistem tertutup
65-07 Prasarana dan sarana produksi benih udang vaname skala HSRT
65-07 Prasarana pemanfaatan Gas Elpiji sebagai Substitusi BBM (Bahan Bakar Minyak) pada pompa
genset di tambak
65-07 Design hatchery prasarana pembenihan udang
65-07 Mesin pencetak pakan ikan skala rumah tangga tipe horizontal
65-07 Bangsal pembenihan ikan patin
65-07 Metode Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk identifikasi White Spot Syndrome Virus (WSSV)
dan Invectious Hypodermal and Haematopoietic Necrosis Virus (IHHNV)
65-07 Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus)
strain Majalaya bagian 1. induk pokok
65-07 Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus)
strain Majalaya bagian 2. benih
65-07 Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus)
strain Majalaya bagian 3 Produksi Induk
65-07 Ikan Mas (Cyprinus carpio Linneaus)
strain Majalaya bagian 4. Produksi Benih
65-07 ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus), bagian 1. Induk
65-07 ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus), bagian 2. Benih
65-07 ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus), bagian 3. Produksi Induk
65-07 Ikan patin siam (Pangasius hyphthalmus), bagian 4. Produksi Benih
65-07 Kontruksi Kolam Terpal Ikan Lele
65-07 Kontruksi Bak Pemberokan Ikan Nila
65-07 Metode Uji Residu Antibiotik kloramfenicol pada ikan/udang dengan LC-MSMS
65-07 Metode uji fosfat secara ultraviolet spektrofotometri pada air media & air limbah budidaya air
payau
65-07 Deteksi Enterocytozoon hepatopenaei (EHP) pada udang dengan metode Polymerase Chain
Reaction (PCR)
65-07 Deteksi Megalocytivirus dengan Nested RT-PCR
65-07 Produksi biomass artemia di tambak garam
65-07 Produksi Brachionus plicatilis untuk pembenihan ikan laut
65-07 Budidaya Kerang Hijau
65-07 Pembesaran Ikan Kerapu Hibrida Cantang di Tambak
65-07 Produksi Budidaya Rumput Laut Lawi Lawi di Tambak
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65-07 Prosedur diagnosis penyakit viral secara histopatologik pada udang penaeid

65-07 Metode Reverse Transcriptase (RT)-Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk identifikasi Taura
Syndrome Virus (TSV) dan Yellow Head Virus (YHV)

65-07 Pakan Buatan untuk ikan patin (Pangasius sp)

65-07 Pakan Buatan untuk ikan bandeng (Chanos chanos)

65-07 Pakan buatan untuk ikan nila (Oreochromis niloticus)

65-07 Produksi Pembesaran Ikan Kakap Putih di Karamba Jaring Apung

65-07 Pembesaran Ikan Gurami Sistem Modular

65-07 Teknik Produksi Ikan Bandeng Konsumsi Sistem Modular

65-07 Pembesaran Ikan Lele Teknologi Bioflok

65-07 Pengemasan Benih Bawal bintang untuk angkutan udara

65-07 Pengemasan Benih Ikan Kakap untuk Angkutan udara

65-07 Pendederan Tiram Mutiara di KJA

65-07 Sarana kincir untuk produksi budidaya di tambak

65-07 Sarana kincir berangkai pada produksi budidaya tambak

65-07 Sarana dan Prasarana Pengelolaan limbah pada budidaya udang

65-07 Konstruksi instalasi intake air laut untuk wilayah gelombang besar

65-07 Sarana Budidaya Udang Vaname di KJA

65-07 Sarana produksi benih abalone

65-07 Prasarana budidaya lawi-lawi

65-07 Prasarana pengolahan budidaya air tawar

65-07 Sarana pembenihan ikan nila di KJA

65-07 Sarana produksi ikan sidat glass eel -elver

65-07 Ikan Gurame (Osphronemus goramy, Lac) Bagian 1 Induk

65-07 Ikan Gurame (Osphronemus goramy, Lac) Bagian 2 Benih

65-07 Ikan Gurame (Osphronemus goramy, Lac) Bagian 4 Produksi benih

65-07 Udang Windu (Penaeus monodon) Bagian 1 Induk

65-07 Udang Windu (Penaeus monodon) Bagian 2 Benih

65-07 Udang Windu (Penaeus monodon) Bagian 3 Produksi benih

65-07 Udang Vaname (Litopenaeus vanamej) Bagian 1 Induk

65-07 Udang Vaname (Litopenaeus vanamej) Bagian 2 Benih

65-07 Deteksi Taura Syndrome Virus (TSV) bagian 1: Metode reverse transcriptase PCR

65-08 Penentuan Derajat Deasetilasi pada kitin/kitosan dengan metode titrasi potensiometri

65-08 Tanaman Hias Air Microsorium - Syarat mutu dan penanganan

65-08 Ikan Hias Cupang Liar (Wild Betta) - Syarat mutu dan penanganan

65-08 Ikan hias Rasbora - Syarat mutu dan penanganan

65-08 Penyamakan kulit ikan - Pedoman pengolahan

65-08 Kitosan sebagai bahan baku pupuk organik - Syarat mutu dan pengolahan

65-08 Mutiara Laut Selatan (South Sea Pearl)

65-08 Metode uji asam lemak bebas pada minyak ikan

65-08 Ikan hias balashark (Balanticheilus melanopterus)-Syarat mutu dan penanganan

65-08 Refined Carrageenan

65-08 Rumput laut sebagai bahan baku untuk produk kosmetik

65-08 Rumput laut sebagai bahan baku untuk neutrasetikal

65-08 Ikan hias koi (Cyprinus carpio L.) - Syarat mutu dan penanganan
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65-08 Ikan hias arwana (Scleropages formosus) - Syarat mutu dan penanganan
67-02 Kriteria mikrobiologi dalam pangan
67-02 Batas maksimum cemaran logam berat dalam pangan
67-02-S1 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan plastik poliamida — Bagian 6 : amina
aromatik primer (Primary aromatic amine - PAA) dari kemasan pangan poliamida (Nylon)
67-02-S1 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan — Bagian 1 : kemasan logam, migrasi
kromium (VI) [Cr (VI)], mangan (Mn) dan nikel (Ni)
67-02-S1 Cara uji migrasi total dari kemasan pangan — Bagian 2 : Kemasan plastik
67-02-S1 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan -Bagian 4 : Asetaldehida dari Plastik
polietilena terftalat (PET)
67-02-S1 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan plastik poliamida — Bagian 6 : Plastik
nilon, migrasi senyawa amin aromatik primer
67-02-S1 Cara uji migrasi zat kontak pangan dari kemasan pangan — Bagian 1 : Plastik polikarbonat
67-03-S1 Bibit sapi potong- Bagian 4 : Simmental indonesia
67-03-S1 Bibit sapi potong- Bagian 5 : Sumba ongol
67-03-S1 Bibit kerbau-Bagian 1:Lumpur (dibatalkan)
67-03-S1 Bibit Kambing-Bagian 2: Kacang
67-03-S1 Bibit Kambing — Bagian 3 : Kaligesing
67-03-S1 Bibit Ayam KUB
67-03-S1 Semen beku sapi
67-03-S1 Bibit sapi potong-Bagian 4: Bali
67-03-S2 Pakan konsentrat-Bagian 5 : Ayam ras pedaging/broiler konsentrat
67-03-S2 Pakan anak ayam ras petelur
67-03-S2 Pakan ayam ras petelur/layer grower
67-03-S2 Pakan ayam ras petelur/layer
67-03-S2 Pakan konsentrat-Bagian3 : Ayam ras petelur(layer consentrate)
67-03-S2 Pakan konsentrat-Bagian 4 : Ayam ras petelur dara (layer-grower concentrate)
67-03-S2 Pakan meri (duck starter)
67-03-S2 Pakan itik dara (duck grower)
67-03-S2 Pakan itik bertelur (duck layer)
67-03-S2 Pakan konsentrat - Bagian 1: Sapi perah
67-03-S2 Pakan konsentrat - Bagian 2: Sapi potong
67-03-S2 Bungkil inti kelapa sawit
67-04 Sambal
67-04 Kacang kedelai goreng
67-04 Tepung terigu sebagai bahan makanan
67-04 Tepung bumbu
67-04 Keripik singkong
67-04 Keripik kentang
67-04 Mayones
67-04 Mi instan
67-04 Santan bubuk
67-04 Bihun instan
67-04 Sohun
67-04 Makaroni/Spaghetti
67-04 Sup krim instan
67-04 Bumbu ekstrak daging/bumbu kaldu

68/71




LAKIP Bid.PPK-PPS 2016

67-04 Santan air
67-04 Mentega
67-04 Minyak goreng sawit
67-04 Gula kristal rafinasi
67-04-S1 Syarat dan cara uji minuman susu berperisa
67-04-S1 Es Krim-Syarat mutu dan cara uj
67-04-S1 Marmalade-Syarat mutu dan cara uj
67-04-S1 Buah Kering-Syarat mutu dan cara uji
67-04-S1 Keju cheddar-Syarat mutu dan cara uji
67-04-S1 Syarat dan cara uji vodka
67-04-S1 Es untuk konsumsi manusia
67-04-S1 Syarat mutu dan cara uji Non dairy es krim
67-04-S1 Syarat mutu dan cara uji Minuman Beralkohol beraroma vodka
67-04-S1 Syarat mutu dan cara uji Yogurt berperisa
67-04-S1 Syarat mutu dan cara uji susu bubuk coklat
67-04-S1 Syarat mutu dan cara uji Cerutek
67-05 Proses iradiasi pangan olahan siap saji dosis sedang
67-05 Proses iradiasi pangan olahan siap saji dosis tinggi
67-05 Standar panduan untuk iradiasi produk daging dan unggas sebelum proses pembungkusan untuk
mengendalikan mikroorganisme patogen dan mikroorganisme lain
67-05 Pedoman iradiasi sirip ikan dan invertebrata air yang digunakan sebagai makanan untuk
mengendalikan patogen dan mikroorganisme pembusuk (Standard Guide for Irradiation of Finfish
and Aquatic Invertebrates Used as Food to Control Pathogens and Spoilage Microorganisms)
67-05 Pedoman standar bahan kemasan untuk makanan yang akan diiradiasi (Standard Guide for
Packaging Materials for Foods to Be Irradiated)
67-05 Pedoman Iradiasi Rempah-rempah kering, Herbal, dan Bumbu sayur untuk Mengendalikan
Patogen dan Mikroorganisme Lain (Standard Guide for Irradiation of Dried Spices, Herbs, and
Vegetable Seasonings to Control Pathogens and Other Microorganisms)
67-07 Analisis sensori - Kosakata
67-07 Analisis sensori -Metodologi - Panduan umum
67-07 Analisis sensori - Pedoman umum untuk pemilihan, pelatihan dan pemantauan penilai terpilih dan
ahli penilai sensori
67-07 Analisis sensori - pedoman umum untuk desain kamar uji
67-07 Analisis sensori - Metodologi - Panduan umum untuk melakukan tes hedonis dengan konsumen di
daerah yang dikendalikan
67-07 Analisis sensori - Metode - Uji Segitiga
67-07 Analisis sensori - Metode - Uji A bukan A"
67-07 Analisis sensori - Metode - Uji Duo Trio
67-07 Analisis sensori - Metode - Pedoman untuk memantau kinerja panel sensorik kuantitatif
67-07 Analisis sensori- Metode - pedoman umum untuk membangun profil sensori
67-07 Analisis sensori - pedoman umum bagi staf laboratorium evaluasi sensori - Bagian 1: tanggung
jawab staf
67-07 Analisis sensori - pedoman umum bagi staf laboratorium evaluasi sensori - Bagian 2: Rekrutmen
dan pelatihan pemimpin panel
67-07 Analisis sensori - Metode - Panduan umum untuk mengukur bau, rasa dan batas deteksi rasa oleh
proses tiga alternatif dipaksa-pilihan (alternative forced-choice ) (3-AFC)
67-07 Analisis sensori - Metodologi - Metode menyelidiki sensitivitas rasa
67-07 Analisis sensori - Panduan penggunaan timbangan respon kuantitatif
67-07 Analisis sensori - Metodologi -Tes perbandingan berpasangan
67-07 Analisis sensori - Metodologi - Inisiasi dan pelatihan asesor dalam deteksi dan pengakuan bau
67-07 Analisis sensori - Metodologi - Peringkat
67-07 Analisis sensori - Identifikasi dan pemilihan deskriptor untuk membangun profil sensorik dengan
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pendekatan multidimensional

67-07 Analisis sensori - Metodologi - profil tekstur

67-07 Analisis sensori - Panduan untuk penilaian sensorik dari warna produk

67-07 Analisis sensori - Metode untuk menilai modifikasi rasa bahan makanan karena kemasan

67-07 Analisis sensori - Penilaian (penentuan dan verifikasi) dari umur simpan bahan pangan

67-07 Analisis sensori - Metodologi - metode estimasi Magnitude

67-07 Analisis sensori - Metodologi - Analisis sekuensial

67-07 Analisis sensori - Metodologi - Desain blok taklengkap yang diseimbangkan

67-08 Kode praktis higienis untuk pangan setengah matang dan matang (Precooked and Cooked Foods)
pada usaha jasa katering

67-08 Program prasyarat dasar keamanan pangan — bagian 2: Katering pangan

67-08 Program prasyarat dasar keamanan pangan — bagian 1: Pengolahan pangan

79-01 Serut 4 Sisi (S4S)

79-01 Panel kayu - Penentuan dimensi contoh uji

79-01 Panel kayu - Penentuan tensile strength tegak lurus permukaan panel

79-01 Panel kayu - Penentuan ketahanan terhadap air pada kondisi uji siklik

79-01 Panel kayu - Penentuan wet bending strength setelah perendaman dalam air 70 derajat celcius
atau 100 derajat celcius

79-01 Nama kayu perdagangan

79-01 Kayu bundar jenis jati — Bagian 3: Pengukuran dan tabel isi

79-01 Tata nama produk hasil hutan kayu

79-01 Kayu lapis penggunaan umum

79-01 Kayu untuk mebel, syarat sifat fisik dan mekanik

79-01 Kayu gergajian yang diawetkan dengan senyawa boron

79-01 Jenis kayu untuk bangunan perkapalan

79-01 Kayu lapis indah dan papan blok indah
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